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Usaha membentukmu. Kamu akan menyesal suatu hari nanti jika tidak melakukan 
yang terbaik sekarang. Jangan berpikir ini sudah terlambat tetapi teruslah 
berusaha. Butuh waktu, tapi tidak ada yang menjadi lebih buruk dari belajar. Jadi 
belajarlah. Kamu mungkin mengalami putus asa sesaat, tetapi itu bukti bahwa 




Berjuanglah, bersemangatlah , walaupun hanya ada peluang yang sangat sedikit. 
Tetapi teruslah berjalan walau pelan. Jangan berhenti dengan alasan terlambat. 
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Nama : Megawati Shima Hapsari NPM :2116500029 “Analisis Kualitas 
Pelayanan Publik di Kelurahan Kemandungan Kota Tegal Tahun 2019”. Dosen 1: 
Drs. Sana Prabowo, M.Si. Dosen 2: Dra. Erny Roryati, M.Si. Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik. Universitas Pancasakti Tegal. 
Menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25/2009, yang dimaksud dengan 
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 
warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif 
yang disedikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Keluarahan 
Kemandungan Kota Tegal mengenai kurangnnya petugas di loket pelayanan. 
Kurangnya kemampuan pegawai dalam mengoprasikan aplikasi. Hal ini menjadi 
menarik untuk di teliti karena ingin mengetahui kualitas pelayanan publik dengan 
melihat dari kepuasan masyarakat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Mengetahui kualitas 
pelayanan publik di Kelurahan Kemandungan. (2) Mengetahui faktor penghambat 
kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kemandungan. (3) Mengetahui solusi yang 
didapatkan dari kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kemandungan 
Tipe penelitian ini bersifat Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif yaitu berusaha memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat 
mengenai permasalahan yang diteliti yaitu kualitas pelayanan publik di Kelurahan, 
menjelaskan data yang ada secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang tampak 
atau sebagaimana adanya sehingga memberikan gambaran secara obyektif tentang 
keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Moleong ( 2009 :9 ) kembali 
menjelaskan, dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang 
lain merupakan alat pengumpul data utama dengan menggunakan metode penelitian 
yang meliputi pengamatan, kuisioner dan penelahan dokumen. 
 
Hasil penelitian ini menunjukan : (1) Berdasarkan hasil penelitian di 
Kelurahan Kemandungan maka di ketahui bahwa kualitas pelayanan publik di 
Kelurahan Kemandungan memperoleh Kinerja unit pelayanan dalam mutu 
pelayanan “C” dengan kategori“KURANG BAIK”. Dari hasil Konversi IKM 
sebesar 74,50 dengan nilai per mutu 2,98 dari nilai interval (2,60-3,064). Dengan 
Nilai tertinggi dari penelitian ini yaitu dalam unsur  “Biaya / Tarif” mendapat nilai 
mutu per unsur sebesar 3,54 masuk dalam kategoti Sangat Baik. Unsur 
prosedur,perilaku pelaksana,kompetensi pelaksana,penanganan pengaduan masuk 
dalam kategori Kurang Baik, dan unsur persyaratan,produk spesifikasi, sarana & 
prasarana masuk dalam kategori Baik, sedangkan nilai terendah dari penelitian ini 
yaitu dalam unsur “Waktu penyelesaian” mendapat nilai mutu per unsur 2,36 masuk 
dalam kategori sangat tidak baik. (2) Faktor penghambat kualitas pelayanan publik 
di Kelurahan Kemandungan adalah kecepatan dan ketepatan waktu dalam 





(3)  Solusi yang perlu dilakukan oleh Kelurahan Kemandungan Kota Tegal dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan yang baik harus mengerti akan kurangnya 
kesadaran petugas kelurahan dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan 
kepada masyarakat, kemampuan pegawai dalam mengoprasikan komputer perlu 
ditingkatkan dengan melakukan dan memberikan pelatihan, memperhatikan waktu 
dalam memberikan pelayanan. 
 










Name Megawati Shima Hapsari. 2116500029. 2021. “An Analysis of Quality Public 
Service in Kemandungan Sub-District, Tegal City 2019. The first advisor: Drs. H. Sana 
Prabowo, M.Si. The second advisor: Dra. Erny Roryati, M.Si.. Faculty of Social and Political 
Science. University of Pancasakti Tegal. 
 According to Chapter 1 Article 1 Paragraph 1 of Law no. 25/2009, what is meant by 
public service is an activity or series of activities in order to fulfill the need for services in 
accordance with statutory regulations for every citizen and resident for goods, services and / or 
administrative services provided by public service providers. At the Kemandungan Sub-
District of the City of Tegal regarding the lack of officers at the service counter. Lack of 
employee ability to operate applications. This becomes interesting to examine because we want 
to know the quality of public services by looking at the community's satisfaction. 
This research aims to know: 1) To find out the quality of public service in 
Kemandungan Sub-District (2) To find out the obstacle factor quality of public service in 
Kemandungan Sub-District. (3) To find out the solution obtained from the quality of service in 
Kemandungan.  
This type of research is descriptive qualitative. Descriptive qualitative is research that 
gives an overview or true explanation about the problem of research is a quality of public 
service in Kemandungan Sub-District, explains the data systematically based on facts that 
appear or as they are to provide an objective picture of the actual situation of the object 
researched. Moleong (2009:9) also explains that in qualitative research, only a researcher or 
people’s help is a tool for gathering the main data by using research methods that include 
observation, questionnaire, and document. 
The result of this research shows : (1) Based on the result of Kemandungan then is 
known that quality of public services in Kemandungan Sub-District obtain service unit 
performance in the quality of service “C” with “NOT GOOD” category. From the conversion 
results, IKM amounting to 74,50 with has value 2,98 from interval value (2,60-3,064) with the 
highest value of this research that is in the elements “Cost / Rates” obtain quality value per 
element amounting to 3,54 includes with Very Good Category. Elements of the procedure, 
executor competence, implementer competence, complaint handling includes Not Good 
Category, and Elements of requirements, product specifications, facilities, and infrastructure 
include Good Category. While the lowest value in this research is the elements “Completion 
Time” obtain value per elements 2,36 include Very Not Good Category. (2) Obstacle factor 
quality of public services in Kemandungan Sub-District is speed and accuracy time in giving 
service and lack of SDM competence employees in online media. (3) A solution that needs to 
be done to increase the quality of public services is understanding the lack of awareness of 
urban village officers in providing services to the society, the ability of employees to operate 
computer must be improved by conduct and provide training, pay attention to the time in 
providing services. 
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1.1 Latar Belakang 
Fungsi pelayanan publik akan optimal jika pemerintah mampu menjangkau 
secara spesifik kebutuhan publik itu sendiri. Maka pemerintah membentuk 
organisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara adalah setiap institusi 
penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum 
lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia pelayanan memiliki tiga makna, (1) perihal 
atau cara melayani, (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh 
imbalan (uang), (3) kemudahan yang diberikan sehubungan jual beli barang atau 
jasa. Pengertian pelayanan (service) menurut American Marketing Association, 
seperti dikutip oleh Donald (1998:22) bahwa pelayanan pada dasarnya adalah 
merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak 
lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan 
sesuatu, proses produksinya mungkin juga dikaitkan dengan suatu produk fisik.  
 Secara etismologis, pelayanan berasal dari kata layan yang berarti 
membantu menyiapkan/mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, kemudian 
pelayanan dapat diartikan sebagai: Perihal/cara melayani, Servis/jasa, Sehubungan 
dengan jual beli barang atau jasa (Poerwadarminta, 1995:571). Dari uraian tersebut, 





membantutu menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu 
pihak kepada pihak lain. 
 Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala 
bentuk jassa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang 
pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah 
di pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, dalam upaya 
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan ( Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2007:4-5).  
Sedangkan menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25/2009, yang dimaksud dengan 
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 
warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administratif 
yang disedikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan penyelenggara 
pelayanan publik menurut Bab 1 Pasal 1 ayat 2 UU No. 25/2009 adalah setiap 
institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk 
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum 
lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dan pengertian 
dan penjelasan tersebut, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu: 
unsur pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu 
Pemerintah/Pemerintah Daerah, unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) 
yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga 






Kualitas dapat diartikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk 
(barang atau jasa) yang menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. 
Kualitas sering kali diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan pelanggan 
atau sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan. Ada 7 hal yang harus dihindari oleh 
pemerintah dalam melakukan pelayanan publik, ketidaktahuan pemerintah akan hal 
ini menyebabkan timbulnya jurang pemisah antara masyarakat dengan 
pemerintahnya, yaitu : Apatis, Menolak berurusan, Bersikap dingin, Memandang 
rendah, Bekerja bagaikan robot, Terlalu ketat pada prosedur, Seringnya melempar 
urusan kepada pihak lain. Kualitas pelayanan publik juga dapat diketahui dengan 
cara membandingkn presepsi para pelanggan (masyarakat) atas pelayanan yang 
sesungguhnya mereka inginkan. Apabila pelayanan dalam prakteknya yang 
diterima oleh masyarakat sama dengan harapan atau keinginan mereka, maka 
pelanggan tersebut dikatakan sudah memuaskan. Terciptanya kepuasan pelanggan 
dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara pelanggan dan 
pemberi layanan yang harmonis, sehingga memberikan dasar yang baik bagi 
terciptanya loyalitas pelanggan, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut 
(word of mouth) yang menguntungkan bagi pemberi layanan, reputasi yang semakin 
baik dimata pelanggan, serta laba (pad) yang diperoleh akan semakin meningkat.  
 Kualitas pelayanan diartikan secara sederhana kualitas merupakan suatu 
kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kata kualitas sendiri 
mengandung banyak pengertian, beberapa contoh pengertian kualitas menurut 





pemakaian, Perbaikan berkelanjutan, Bebas dari kerusakan atau cacat, Pemenuhan 
kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat, Melakukan segala sesuatu secara 
benar, Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. Ciri-ciri yang menentukan 
kualitas pelayanan publik tersebut antara lain : Ketepatan waktu pelayanan, 
meliputi waktu tunggu dan waktu proses. Akusi pelayanan yang meliputi bebas dari 
kesalahan, Kesopanan dan keramahan dalam memberi pelayanan, Kemudahan 
mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan 
banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer, Kenyamanan dalam memperoleh 
pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat 
parkir,ketersediaan informasi dan lain-lain, Atribut pendukung pelayanan lainnya 
seperti ruangan ber-AC, kebersihan dan lain-lain. 
Organisasi pubklik menghadapi perubahan seiring dengan perkembangan 
zaman, perubahan lingkungan, serta tuntutan yang semakin tinggi dari publik. 
Organisasi publik dihadapkan pada situasi dan kondisi yang menuntut adanya 
fleksibel terhadap perubahan tersebut. Fleksibel organisasi publik perlu didukung 
oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan 
mampu bekerja dengan berorientasi kepada publik. Organisasi yang fleksibel perlu 
didukung oleh sistem pengembangan SDM yang komprehensif, yang mampu 
merespon berbagai tantangan yng dihadapi, sehingga organisasi publik mampu 






Di Keluarahan Kemandungan Kota Tegal mengenai kurangnnya petugas di 
loket pelayanan. Di Kelurahan Kemandungamn memiliki dua loket pelayanan 
umum, namun hanya terdapat satu pegawai yang bertugas di dua loket pelayanan 
tersebut sehingga petugas harus membagi tugasnya. Kurangnya petugas ini 
menyebabkan pengguna layanan harus menunggu. Kurangnya kemampuan 
pegawai dalam mengoprasikan aplikasi. Masalah yang terakhir yaitu mengenai 
jumlah pegawai di Kelurahan Kemandungan yang masih kurang  dan dapat dilihat 
di tabel berikut.   
Tabel I.I 
Jumlah pegawai Kelurahan Kemandungan 
No Nama / NIP Pangkat/Gol Jabatan Ket 
1 Imam Surokhim, SE 






2 Lina Yuli Purwanti   
19620701 198603 2 012 
Penata/III c Kasi Pemberdayaan 
Masyarakat 
 
3 Agung Iman Santoso 
19680420 198903 1 008 




4 Tuti Mustiani, SKom 
19811208 201001 2 015 
Penata/III c Staf  
5 Ferry Siswondo 
19810907 200901 1 010 







Berdasarkan tabel tersebut terlihat ada 5 pegawai dengan masing-masing 
bagian di isi oleh 1 pegawai, walaupun di tabel terebut di tulis ada 2 staf tetapi 1 
staf tersebut ditempatkan dibagian keuangan (bendahara), sedangkan 1 staf lagi 
ditempatkan di bagian pelayanan. Hal ini yang menjadikan kurang efektifnya 
pelayanan karena hanya mengandalkan 1 orang saja untuk memberikan pelayanan, 
maka terjadilah penumpukan tugas yang tidak seharusnya terjadi. Pelaksanaan 
pelayanan publik yang berkualitas memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia 
(SDM), yaitu pegawai atau karyawan yang siap dan handal karena pegawai 
merupakan pihak yang melakukan pelayanan publik, terutama ketika berhadapan 
langsung dengan masyarakat, konsumen, dan pelanggan. Pelayanan publik yang 
berkualitas salah satunya dapat dilihat dari Kualitas SDM yang ada di Instansi 
pemerintah atau lembaga yang melakukan pelayanan publik. Salah satu faktor 
penentu lembaga dapat dikatakan berkualitas adalah dengan adanya SDM yang siap 
dan handal dalam melayani masyarakat sebagai pengguna layanan.  
Berdasarkan beberapa uraian masalah di atas, tertarik untuk melakukan 
penelitian di Kelurahan Kemandungan, Kecamtan Tegal Barat Kota Tegal dengan 
judul “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Kemandungan Kota 
Tegal”. 
1.2 Rumusan Masalah 
A. Bagaimana kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kemandungan ? 






C. Bagaimana solusi pemecahan dalam menciptakan pelayanan publik di 
Kelurahan Kemandungan yang berkualitas ? 
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian 
 Tujuan penelitian 
A. Mengetahui kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kemandungan 
B. Mengetahui faktor penghambat kualitas pelayanan publik di 
Kelurahan Kemandungan 
C. Mengetahui solusi pemecahan dalam menciptakan pelayanan publik 
di Kelurahan Kemandungan yang berkualitas 
1.4 Manfaat penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan baru mengenai kualitas pelayanan publik di kelurahan 
Kemandungan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Universitas 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan 








b. Bagi Instansi 
Untuk dijadikan kajan referensi dan juga masukan dalam menjalankan 
peran dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat sehingga dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di kelurahan. 
c. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan 
informasi kepada masyarakat tentang pelayanan publik di Kelurahan 
Kemandungan Kota Tegal. Maka dari itu masyarakat diharapkan bisa 
mengawasi jalannya pelayanan publik yang diberikan agar pelayanan itu 








II.1 Kerangka Teori  
A. Pengertian Pelayanan Publik 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, (1) 
perihal atau cara melayani, (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan 
memperoleh imbalan (uang), (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan 
jual beli barang atau jasa. Pengertian pelayanan (service) menurut American 
Marketing Association, seperti dikutip oleh Donald ( 1984:22) bahwa pelayanan 
pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu 
pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta menghasilkan 
kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan 
suatu produk fisik. 
Mengikuti definisi di atas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat 
didefinisikan sebagai segala bentuk jassa pelayanan baik dalam bentuk barang 
publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan 
BUMN atau BUMD, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ( Ratminto 
dan Atik Septi Winarsih, 2007:4-5). Salah satu tanda dan bukti bahwa pemerintah 
itu mengabdi kepada rakyanya ialah dapat dilihat sampai seberapa jauh pelayanan 





Pemerintah yang demokratis hampir tidak ada yang tanpa pengaruh dari 
rakyat. Jika pelayanan kepada rakyatnya, rakyat tidak ikut berperan menentukan 
bentuk pelayanan, dan aspirasi rakyat tidak pernah tersalurkan, maka pelayanan 
yang diberikan oleh pemerintah hanya menampung aspirasi, kebutuhan, dan 
kemauan dari pemerintah saja. Cara semacam inilah yang tidak amanah, karena 
amanah itu berasal dari mandat atau kepercayaan rakyat. Keinginan rakyat itu 
sederhana, yakni pelayanannya tidak menggunakan kekuasaan tetapi menggunakan 
rasa empati manusiwi kepada rakyat, tidak menyengsarakan rakyat, tidak membuat 
rakyatnya antri panjang berdesak-desakan sehingga ada yang sakit, tidak mahal 
dalam arti harus berkorban menghilangkan banyak waktu, tenaga, dan bahkan 
mengorbankan nyawa. Dengan bahasa yang lugas, pelayanan yang murah, cepat, 
tepat, dan menghargai manusia.  
Sementara istilah publik, yang berasal dari bahasa Inggris terdapat beberapa 
pengertian, yang memiliki variasi arti dalam bahasa indonesia berarti umum, 
masyarakat dan negara. Public dalam pengertian “umum”atau masyarakat dapat 
kita temukan dalam istilah public offering (penawaran umum), publik ownership 
(milik umum), dan public utility (perusahaan umum), public relations (hubungan 
masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), public interest (kepentingan 
umum) dll. Sedangkan dalam pengertian “negara” salah satunya adalah public 
authorities (otoritas negara), public building (bangunan negara), public revenue 
(penerimaan negara) dan public sector (sektor negara). Dalam hal ini, pelayanan 





Secara etismologis, pelayanan berasal dari kata layan yang berarti 
membantu menyiapkan/mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, kemudian 
pelayanan dapat diartikan sebagai: Perihal/cara melayani, Servis/jasa, Sehubungan 
dengan jual beli barang atau jasa (Poerwadarminta, 1995:571). Dari uraian tersebut, 
maka pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, 
menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada 
pihak lain. 
Menurut Thoha (2001) Pelayanan public dengan demikian dapat diartikan 
sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata 
cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi 
suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat  yang 
semakin baik, merupakan  indikasi  dari empowering (pemberian kuasa) yang 
dialami oleh masyarakat.  
Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos dalam Ratminto 
(2005:2), yaitu : ”Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 
bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen 
dengan karyawan atau hal-hak lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi 
pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 







B. Jenis-Jenis Pelayanan Publik 
Sedangkan jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi 
Negara yang dimuat dalam SANKRI Buku III (2004:185) adalah: 
1. Pelayanan pemerintah adalah jenis pelayanan masyrakat yang terkait 
dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayan KTP, SIM,pajak 
perizinan, dan keimigrasian. 
2. Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat yang 
terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitasi 
kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. 
Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-
jembatan,pelabuhan-pelabuhan, dan lain-lain. 
3. Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi 
masyarakat seperti penyediaan listrik air, telepon, dan transportasi lokal. 
4. Pelayanan sandang adalah jenis pelayanan yang menyediakan bahan 
kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan 
beras, gula, minyak, gas, tekstil, dan perumahan murah. 
C. Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari sifat dan 
kepentingan lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial 









D. Unsur-Unsur Pelayanan Publik 
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai jasa pelayanan yang mempunyai 
unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur proses pelayanan publik diperlukan agar 
dapat mendukung pelayanan yang diinginkan.  
Atep Adya Bharata (2003:11) mengemukakan pendapatnya terdapat empat 
unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu :  
a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 
tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk 
penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa  (services). 
b. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 
(customer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia 
layanan.  
c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan 
kepada pihak yang membutuhkan layanan.  
d. Kepuasan Pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan 
harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. 
Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh 
para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas 







Selanjutnya Nurmandi (2000 : 123) menyatakan ciri-ciri pelayanan publik 
adalah sbb:  
• Tidak dapat memilih konsumen  
• Peranannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan  
• Politik menginstitusionalkan konflik  
• Pertanggungjawaban yang kompleks  
• Sangat sering diteliti  
• Semua tindakan harus mendapat justifikasi   
• Tujuan dan output sulit diukur atau ditentukan 
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan  
Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan 
kepada masyarakat. Pelayanan yang optimal pada akhirnya juga akan mampu 
meningkatkan image organisasi sehingga citra organisasi di mata masyarakat terus 
meningkat. Adanya citra organisasi yang baik, maka segala yang dilakukan oleh 
organisasi akan dianggap baik pula. Menurut Kasmir (2006:3), faktor yang 
mempengaruhi pelayanan adalah sumber daya manusia. Artinya peranan manusia 
(karyawan) yang melayani masyarakat merupakan faktor utama karena hanya 
dengan manusialah pelanggan dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka.  
Menurut Vincent Gaspersz (2011:41), terdapat faktor-faktor yang 





a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan 
pelanggan ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan 
perusahaan.  
b. Pengalaman masa lalu ketika menggunakan jasa dari perusahaan.  
c. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan 
tentang kualitas pelayanan yang akan diterimanya.  
d. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi 
dari pelanggan terhadap jasa yang akan diterimanya. 
 
E. Asas – Asas, Standar, Prinsip-prinsip Pelayanan Publik 
Bahwa pelayanan publik dilakukan tidak lain untuk memberikan kepuasan 
bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya secara niscaya membutuhkan 
asas-asas pelayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, 
instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik. 
 Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 
13/2017: 
a. Mudah;  
b. Cepat;  
c. Akurat; dan  





Sedangkan menurut Pasal 4 UU No. 25/2009, penyelenggaraan pelayanan 
publik berasaskan: 
a. Kepentingan umum 
b. Kepastian hukum 
c. Kesamaan hak 
d. Keseimbangan hak dan kewajiban 
e. Keprofesionalan 
f. Partisipatif 
g. Persamaan perlakuan/tidak deskriminatif 
h. Keterbukaan 
i. Akuntabilitas 
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 
k. Ketepatan waktu, dan 
l. Kecepatan kemudahan, dan keterjangkauan. 
 Standar Pelayanan Pubik menurut Keputusan Menteri PAN nomor 
13/2017, sekurang-kurangnya meliputi: 
1. Produk layanan;  
2. Persyaratan;  
3. Mekanisme atau prosedur;  
4. Waktu pelayanan;  
5. Biaya; dan  





Perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis 
dan karakterikstik layanan yang diselenggarakan, serta memperhatikan kebutuhan 
dan kondisi lingkungan. Dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan 
masyarakat dan stakehoder lainnya (termasuk aparat birokrasi). untuk mendapatkan 
saran dan masukan, membangun kepedulian dan komitmen meningkatkan kualitas 
pelayanan 
Beberapa jenis yang bisa digolongkan dengan standar pelayanan meliputi 
hal-hal, sebagai berikut : 
1. Safety dan Accessibility. Artinya rakyat merasa aman dan bisa menjangkau 
pelayanan, semua rakyat tanpa pandang  bulu mempunyai rasa aman dan 
bisa dilayani yang sama. Pelayanan harus memberikan rasa comford dan 
safety bagi customer atau rakyat. 
2. Covenience dan Friendliness. Pelayanan yang bersahabat dan memuaskan. 
Prinsip pelayanan seperti ini misalnya pelayanan bisa diterima melalui : 
1. Telepon 
2. Tersedianya cukup tiket bagi pelayanan jenis pembelian termasuk 
rakyat diperbolehkan menggunakan berbagai cara pembelian tiket 
yang membawa kepuasan rakyat atau pelanggan. 
3. Tempat pelayanan umum yang bersih dan nyaman (bright aand 






4. Kendaraan pelayanan umum yang bersih, bus kota, bus sekolah, bus 
pegawai, angkot, kereta api, pesawat, dan lain-lain, yang tidak jorok, 
kotor, dan sering mogok. 
5. Menyediakan tempat bagi handicap person orang cacat untuk bisa 
memperoleh pelayanan umum yang sama dengan orang bukan cacat. 
6. Tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, misanya 
informasi pelayanan (KA, bus, pesawat) atau informasi lainnya 
misalnya tentang objek pariwisata, informasi data pemerintahan, 
pendidikan, dan segala bidang pemerintahan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. Penyediaan informasi yang mudah diakses melalui 
internet. 
7. Pelayanan yang tepat waktu dan murah. 
3. Correction dan compensation. Suatu pelayanan publik yang baik harus 
menyediakan perbaikan atau koreksi jik dijumpai adanya kesalahan 
pelayanan. Demikian pula harus menyediakan imbalan atau kompensasi 
bagi pelanggan atau rakyat yang memperoleh kerugian akibat kesalahan 
pemberian pelayanan. Jenis kesalahan misalnya : 
1. Double booking  
2. Keterlambatan waktu 
3. Perubahan jadwal waktu perjalanan KA, bus, dan pesawat. 
4. Kesulitan atau masalah teknis pelayanan. 
5. Ketepatan responsi atas klaim pelanggan atau rakyat. 





4. Considderation of Custemer Suggestions. Supaya pelayanan publik itu 
bisa memuaskan kainginan rakyat, maka pelayanan publik yang 
dirancang oleh pemerintah harus menyediakan tempat untuk berkenan 
menerima keluhan dan saran-saran dari masyarakat. Tempat ini tidak 
hanya sekedar menapung keluhan saja, akan tetapi juga dengan sigap dan 
prompt to memberikan perbaikan sesuai dari saran-saran tersebut. 
5. Publication of Result. Suatu standar harus memenuhi persyaratan bahwa 
pemerintah selalu melakukan penelitian evaluasi secara periodik 
terhadap kepuasan rakyat. Hasil evaluasi kepuasan rakyat ini perlu 
diterbitkan dan bisa diakses oleh rakyat. Sementara itu, dari hasil evaluasi 
ini digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik. 
6. Feedback of Evaluation Result. Serupa dengan yang dikemukakan di 
atas, khusus mengenai feedback ini ialah pemberi pelayanan publik 
sewaktu-waktu menerima keluhan, saran, dan lain-lain dari masyarakat 
tentang berbagai jenis pelayanan publik, maka pemerintah segera 
melakukan evaluasi terhadap keluhan dan memberikan feedback dengan 
cepat kepada masyarkat. 
Prinsip –prinsip pelayanan Pubik menurut Keputusan Menteri PAN 
nomor 14/2017, sekurang-kurangnya meliputi: 
1. Transparan 
2. Partisipatif   
3. Akuntabel  





5. Keadilan  
6. Netralitas  
Sedangkan prinsip pelayanan public menurut Kasmir (2005:18-21) yaitu 
dasar-dasar pelayanan terdapat sepuluh hal yang harus diperhatikan agar layanan 
menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan, antara lain sebagai berikut :  
1. Berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih  
2. Percaya diri  
3. Menyapa dengan lembut, berusaha menyebutkan nama jika sudah mengenal 
satu sama lain  
4. Tenang, sopan, hormat serta tekun mendengarkan sikap pembicaraan  
5. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar  
6. Bergairah dalam melayani nasabah dan menunjukan kemampuannya  
7. Jangan menyela atau memotong pembicaraan  
8. Mampu meyakinkan nasabah serta memberikan kepuasan   
9. Jika tidak mampu menangani permasalahan yang ada, meminta bantuan 
kepada pegawai lain atau atasan  
10. Bila belum dapat melayani, beritahu kapan akan dilayani.  
F. Dimensi dan Indikator Kualitas Pelayanan Publik. 
 Membangun sebuah pelayanan yang berkualitas memang bukanlah hal 
mudah, karena akan ditemui beberapa tantangan kendala yang harus disikapi positif 
demi pengembangan pelayanan selanjutnya. Tantangan dan kendala ini wajar 






Lima dimensi pelayanan publik tersebut di atas, menurut Zeithaml dkk 
(1990) dapat dikembangkan menjadi sepuluh dimensi sebagai berikut: 
1. Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi. 
2. Reliable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan 
pelayanan yang dijanjikan dengan tepat 
3. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung 
jawab terhadap mutu layanan yang diberikan. 
4. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan 
yang baik oleh apartur dalam memberikan layanan. 
5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terrhadap 
keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan 
pribadi. 
6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 
masyarakat 
7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari 
berbagai bahaya dan resiko 
8. Access, terdapat terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan 
pendekatan. 
9. Communication, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, 
keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu 
menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. 






G. Pengembangan SDM Aparatur 
Pengembangan SDM mengacu pada kepentingan  staf dan personil yang ada 
di dalam organisasi. Pengembangan SDM merupakan proses pembelajaran jangka 
panjang dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisasi, dimana 
manajer mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis, yang kemudian di 
implementasikan dalam pengembangan SDM. Pengembangan SDM juga 
merupakan aktivitas memelihara dan meningkatkan kompetensi SDM guna 
mencapai efektivitas organisasi (Sikula, 2001) 
 Filippo (2002) menyatakan bahwa pengembangan SDM merupakan suatu 
proses dari pendidikan dan pelatihan. 
1. Pendidikan. 
Berkaitan dengan pengetauan secara umum. Terdapat dua level utama yang 
perlu mendapatkan perhatian dalam pendidikan, yaitu manajer organisasi dan 
tenaga operasional. 
a. Manajer Organisasi (Manajer) 
Pendidikan bagi manajer organisasi ditunjukan dengan berfokus pada 
peningkatan kemampuan pengetahuan manajer serta kemampuan manajer 
organisasi untuk terampil dalam mengambil keputusan. 
b. Staf Pegawai (Operasional) 
Pendidikan bagi staf pegawai operasional dapat dilakukan melalui pelatihan 
kerja dan apprenticeship, dimana pendidikan tersebut bertujuan agar dapat 





oleh organisasi, meningkatkan moral, serta mempromosikan stabilitas dan 
fleksibilas organisasi. 
2. Pelatihan 
Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam mengemban 
pekerjaan tertentu sesuai dengan pekerjaan terakhir yang diemban oleh pegawai. 
Pelatihan juga dilakukan dalam rangka updating pegawai. 
Pengembangan SDM organisasi publik memiliki banyak tujuan,baik secara 
eksternal maupun internal.  
a. Tujuan pengembangan SDM Secara Internal 
 Meningkatkan Produktivitas Kerja 
 Melakukan Efisiensi  
 Meningkatkan Efektifitas 
 Pencegahan Kerusakan 
 Mengurangi Kecelakaan Kerja 
 Peningkatan Pelayanan Internal 
 Moral Pegawai 
 Karir 
 Kepemimpinan 
 Suksesi Kepemimpinan 
 Kompensasi 
b. Tujuan pengembangan SDM secara Eksternal 






 Persaingan Bisnis 
 Semakin Tingginya Biaya Pegawai 
 Semakin Langkanya Sumber Energi 
H. Pentingnya Sumber Daya Manusia 
Intinya, setiap proses produksi diserahkan pada bertemunya dua manfaat 
untuk sebuah instansi dan pegawai. Ada sejumlah prinsip yang harus dipenuhi 
dalam pendekatan SDM yaitu sebagai berikut : 
a. Pegawai merupakan unsur investasi efektif yang jika dikelola dan 
dikembangkan dengan baik akan berpengaruh pada imbalan jangka panjang ke 
dalam instansi dalam bentuk produtivitas yang semakin besar. 
b. Kebijakan,program,dan pelaksanaan harus diciptakan dengan memuaskan 
kedua pihak baik instansi maupun pegawai. 
c. Lingkungan kerja harus diciptakan dimana pegawai terdorong untuk 






I. Kualitas Pelayanan Publik 
Kata “Kualitas”mengandung banyak pengertian, menurut Kamus Bahasa 
Indonesia, kualitas berarti: (1) tingkat baik buruknya sesuatu, (2) derajat atau taraf 
(kepandaian, kecakapan, dsb), atau mutu. Pengertian kualitas menurut Fandy 
Tjiptono (1995:24) adalah: (1) Kesesuaian dengan persyaratan, (2) Kecocokan 
untuk pemakaian, (3) Perbaikan berkelanjutan, (4) Bebas dari kerusakan/cacat, (5) 
Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat, (6) Melakukan segala 
sesuatu secara benar, (7) Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. Konsep 
kualitas pelayanan dapat dipahami melalui perilaku konsumen (consumer 
behavior), yaitu suatu perilaku yang dimainkan oleh konsumen dalam mencari, 
membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu produk maupun pelayanan yang 
diharapkan dapat memuskan kebutuhan mereka.  
Menurut Ibrahim (2008:22), kualitas pelayanan pubik merupakan suatu 
kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 
lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian 
pelayanan publik tersebut Kualitas pelayanan (service quality) telah menjadi faktor 
yang menentukan dalam menjaga keberlangsungan suatu organisasi birokrasi 
pemerintah maupun organisasi perusahaan. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan 
kebutuhan pengguna jasa publik, sangat penting dalam upaya mewujudkan 






Menurut Sinambela (2006: 6) kualitas  memiliki  definisi konvensional  dan 
stategis, karena kualitas dalam strategis adalah segala sesuatu yang mampu 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya kualitas terbagi menjadi dua, 
yaitu kualitas produk dan kualitas jasa.  
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 bahwa untuk peningkatan 
kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan pelayanan publik;   
Menurut Tjiptono (1995)terdapat lima sumber kualitas yang dijumpai, yaitu: 
a. Program, kebijakan dan sikap yang melibatkan komitmen dari 
manajemen puncak; 
b. Sistem informasi yang menekankan ketepatan, baik pada waktu 
maupun detail; 
c. Desain produk yang menekankan kendalan dan perjanjian ekstensif 
produk sebelum dilepas ke pasar ; 
d. Kebijakan produksi dan tenaga kerja yang menekankan peralatan 
yang terpelihara dengan baik, pekerja yang terlatih dengan baik dan 
penemuan penyimpangan secara cepat; 
SERVQUAL meruoakan suatu metode yang diturunkan secara empiris 
yang dapat digunakan oleh organisasi pelayanan untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan. Metode ini meliputi pengembangan pemahaman mengenai kebutuhan 





bagi organisasi yang bersangkutkan, kemudian dibandingkan terhadap sebuah 
organisasi yang “sangat baik”. Analisis kesenjangan yang dihasilkan kemudian 
dapat digunakan sebagai panduan untuk peningkatan kualitas layanan. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Gespersz (1997:2), Gespersz menyebutkan 
adanya beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam peningkatan 
kualitas pelayanan, yaitu : 
1. Ketepatan waktu pelayanan 
2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas 
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan 
4. Tanggungjawab yang berkaitan dengan penerimaan pesanan, 
maupun penanganan keluhan 
5. Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung 
6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan 
7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi 
8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas / penanganan 
permintaan khusus 
9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi 
ruang, kemudahan dan informasi 
10. Atribut yaitu pendukung pelayanan lainnya seperti kebersihan 







J. Kepuasan Masyarakat 
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-RB Nomor 
14/M.PAN/2017  Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat 
ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari 
berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring 
sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk 
terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan 
dari masyarakat. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara 
berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan 
publik, Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik 
adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan 
mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.   
Berdasarkan  prinsip pelayanan  sebagaimana telah ditetapkan dalam 
Permenpan-RB Nomor 14 tahun 2017 sebagai unsur minimal yang harus ada untuk 
dasar pengukuran kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: 
1. Persyaratan   
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.   
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur   
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 





3. Waktu Penyelesaian    
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.    
4. Biaya/Tarif *)  
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 
masyarakat.   
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan   
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.   
6. Kompetensi Pelaksana **)    
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.   
7. Perilaku Pelaksana **)     
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.     
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan   
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 





9. Sarana dan prasarana  
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 
mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 
Metode penelitian Kepuasan Masyarakat 
Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan 
pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala 
Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan 
dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak 
digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis 
Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur 
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap 
suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk 
menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan 









II.2  Definisi Konsep 
 Menurut Robert K Norton yang dikutip oleh “Koentjarningrat” (1981:31) 
mengatakan bahwa “Definisi Konsep merupakan definisi yang perlu diamati, 
konsep menentukan adanya hubungan empiris” 
 Definisi konsep adalah definisi yang menggambarkan suatu abstraksi hal-
hal yang perlu diamati sehingga akan mempermudah penelaah dan penerjenihan 
masalah-masalah agar mudah dimengerti, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman 
mengenai arti yang digunakan dalam penelitian.  
 Berdasarkan pengertian diatas, maka konsep dapat diartikan sebagai suatu 
penelitian yang berupa definisi yang mana definisi tersebut akan menggambarkan 
secara abstrak suatu gejala sosial yang menjadi objek penelitian. 
 Peneliti mengajukan defini konsep sebagai berikut : 
1) Pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan 
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 
2) Kualitas Pelayanan adalah suatu perilaku yang dimainkan oleh 
konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu 
produk maupun pelayanan yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka, 
dengan membandingkan presepsi para konsumen atas pelayanan yang mereka 






II.3  Pokok-pokok Penelitian 
  Pokok-pokok penelitian merupakan tahapan dimana kita berusaha 
menjabarkan konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur. Salah 
satu fungsinya yaitu untuk memberi petunjuk bagaimana suatu variabel yang 
diteliti itu dapat diukur dengan indikator-indikatornya. 
  Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan 
pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi harapan 
pelanggan ( Wyckof dalam Usmara 2003:231). Penelitian ini berfokus pada 
kualitas pelayanan publik dengan mengggunakan Permenpan No. 14 tahun 2017 
sebagai acuan : 
1. Persyaratan   
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.   
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur   
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.   
3. Waktu Penyelesaian    
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 






4. Biaya/Tarif *)  
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 
masyarakat.   
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan   
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.   
6. Kompetensi Pelaksana **)    
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.   
7. Perilaku Pelaksana **)     
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.     
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan   
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.  
9. Sarana dan prasarana  
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 





merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 
II.5 Alur Pikir 
Pelayanan publik seharusnya dapat berjalan sebagaimana mestinya, seperti 
di Kelurahan Kemandungan ada beberapa masalah yang terjadi. Untuk 
mengetahui sejauh mana kualitas publik di Kelurahan Kemandungan perlu di 
analisis secara mendalam dengan pengukuran kualitas layanan dengan 
menggunakan undur-unsur tingkat kepuasan masyarakat dengan meruju pada 
permenpan no 14 tahun 2017. Maka dari pengukuran tersebut dapat di liat 
























3. Waktu penyelesaian 
4. Biaya/tarif 
5. Produk spesifikasi 
6. Kompetensi 
pelaksana 
7. Perilaku pelaksana 
8. Penanganan 
pengaduan 










III.1  Jenis dan Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu berusaha 
memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang 
diteliti yaitu kualitas pelayanan publik di Kelurahan, menjelaskan data yang ada 
secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya 
sehingga memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari 
objek yang diteliti. Moleong ( 2009 : 6 ) menjelaskan, bahwa penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang bermaksud  untuk memahami fenomena tentang apa yang 
dialami oleh subyek penelitian secara holistik ( utuh ) dan dengan cara deskripsi 
dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta 
dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya untuk 
keperluan meneliti dari segi prosesnya. Moleong ( 2009 :9 ) kembali menjelaskan, 
dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 
merupakan alat pengumpul data utama dengan menggunakan metode penelitian 
yang meliputi pengamatan, kuisioner dan penelahan dokumen.   
III.2 Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Kemandungan terletak di sebelah 
Selatan Kantor Kecamatan Tegal Barat dengan jarak tempuh 1,5 km dan 
mempunyai unsur pembantu Pemerintah terbawah, terdiri dari 3 Rukun Warga 







III.3 Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang di gunakan, yaitu : 
1. Data Primer yaitu data terpenting dalam penelitian yang akan 
diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui 
pengamatan sendiri, maupun melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh 
peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisioner yang di teliti 
dan jawaban dari daftar pertanyaan yang akan diajukan. Adapun yang menjadi 
sumber data primer dalam penelitian ini masyarakaat Kelurahan Kemandungan. 
2. Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer, mencangkup 
data lokasi penelitian dan data lain yang mendukung masalah penelitian. Data 
sekunder diperoleh dari monogafi, literatur, dan buku. Selain  itu juga, data 
sekunder bisa diperoleh melalui foto-foto yang berhubungan dengan penelitian di 
Kelurahan Kemandungan. 
III.4 Informan Penelitian 
Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang 
memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus 
memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang 
dilakukan. Jadi, informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Kelurahan 
Kemandungan. Dengan menggunakan Sampling insidental adalah teknik penentuan 
sampel berdasarkan kebetulan saja bertemu dengan peneliti dapat digunakan 








III.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data yang 
diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 
beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu: 
1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara 
langsung di lokasi penelitian pada Kelurahan Kemandungan dan 
memberikan quesioner terhadap sasaran yang dibutuhkan sebagai 
pengumpulan data. Adapun sebagai sasaran observasi adalah kualitas 
pelayanan publik di Kelurahan Kemandungan Kota Tegal 
2. Teknik Kuesioner atau Angket, yaitu suatu daftar yang berisikan 
rangkaianpertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan 
diteliti. Untuk memperoleh data, angket disebarkan kepada responden. 
Tujuan dilakukan kuesioner atau angket menurut Nasir (1999) adalah 
sebagai berikut :a) Memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan 
penelitian.b) Memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara 
serentak. Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan tanggapan masyarakat 
terhadap kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kemandungan. Dimana 
setiap pertanyaan telah tersedia dengan 4 (empat) alternatif jawaban, 
sehingga responden tinggal memilih salah satu alternatif jawaban yang 
dianggap sesuai dengan kenyataan praktis. Untuk kepentingan analisis, 
maka jawaban dapat di beri skor sebagai berikut : 
 Skor 4 : a 







 Skor 2 : c 
 Skor 1 : d 
3. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan 
data dengan menganalisis dokumen-dokumen yang ada di lokasi berupa 
peraturan kebijakan, foto mengenai begaimana kondisi ruangan pelayanan 
publik, dan lain-lain. Data ini digunakan untuk memperoleh data tertulis 
yang berhubungan dengan penelitian. 
III.6 Teknik Analisis Data 
Pemilihan teknik analisis data ini didasarkan pada tujuan penelitian yang 
telah ditetapkan yaitu mengetahui Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan 
Kemandungan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan rumus IKM (Indeks Kepuasan 
Masyarakat) untuk menjawab angket tenantang Analisis Kualitas Pelayanan Publik 
di Kelurahan Kemandungan. Data – data yang diperoleh dari hasil kuisioner 
selanjutnya diolah dengan menggunakan rumus IKM.  
Hasil pengumpulan data penilaian dari kuesioner untuk unit pelayanan 
perijinan yang berisfat perijinan dan non-perijinan dalam lembar kerja   
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 Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" 
masingmasing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat 
terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki 
penimbang yang sama. Dalam pengelolaan ini data penelitian ditempuh dengan cara 
sebagai berikut:  
Nilai  IKM di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang 
masing-masing unsur pelayanan.” Dalam perhitungan Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 9 unur yaitu : 




Untuk memperoleh SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-
rata tertimbang dengan rumus : 
𝑆𝐾𝑀 =
Total dari Nilai Persepsi perr Unsur
Total Unsur yang terisi







Guna memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara rentang 
nilai25-100,maka hasil penilaian nilai rata-rata tertimbang (Σ NRR tertimbang) di 
atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: 
 
    
 
Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, 
maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:   
1. Menambah unsur yang dianggap relevan;   
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan 
dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.   
Berikut tabel nilai persepsi, interval IKM konversi IKM, mutu pelayanan dan 

















Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu   





















1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak baik 
2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C 
Kurang baik 
3 3,0644 – 
3,532 
76,61 – 88,30 B Baik 









DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 
IV.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 
Kelurahan Kemandungan terletak di sebelah Selatan Kantor Kecamatan 
Tegal Barat dengan jarak tempuh 1,5 km dan mempunyai unsur pembantu 
Pemerintah terbawah, terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) dan 13 Rukun Tetangga 
(RT). 
Kelurahan Kemandungan dengan luas : 67,75 Ha dan merupakan daerah 
daratan rendah dengan suhu udara 35 C. Jarak tempuh dari pusat Pemerintahan 
Kelurahan Kemandungan dalam melaksanakan hubungan dan komunikasi kerja 
dengan Pemerintah diatasnya secara berjenjang sebagai berikut : 
 Dengan Kantor Kecamatan berjarak  : 1.5 Km 
 Dengan Puat Pemerintahan berjarak  : 3.5 Km 
 Dengan Ibu Kota berjarak   : 170 Km. 
Dengan batas wilayah sebagai berikut : 
1. Sebelah Utara : Kel. Kraton dan Kel, Pekauman. Kecamatan Tegal Barat 
2. Sebelah Selatan : Kel. Debong Lor. Kecamatan Tegal Selatan 
3. Sebelah timur : Kel. Pekauman dan Kel. Randugunting. Kecamatan Tegal 
Timur. 








Gambar IV.1  
Peta Wilayah Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat 
 
Sumber : e-jurnal.tegalkota.go.id 
Tabel IV.1 
Luas Wilayah Kelurahan Kemandungan 
          Luas wilayah menurut penggunaan 
Luas tanah sawah 4,00 Ha 
Luas tanah kering 51,75 Ha 
Luas tanah basah 0,00 Ha 
Luas tanah perkebunan 0,00 Ha 
Luas fasilitas umum 12,00 Ha 
Luas tanah hutan 0,00 Ha 
Total luas 67,75 Ha 










VISI DAN MISI KELURAHAN KEMANDUNGAN 
VISI : 
“TERWUJUDNYA KELURAHAN KEMANDUNGAN YANG 
REPRESENTATIF, ASPIRATIF DENGAN PELAYANAN YANG MEMENUHI 
HARAPAN MASYARAKAT” 
MISI : 
Mewujudkan tersedianya sarana prasarana yang memadai; 
1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada 
peraturan yang berlaku; 
2. Meningkatkan kemampuan dan kinerja sumberdaya manusia/Aparatur 
Kelurahan; 
3. Mengoptimalkan upaya penyerapan aspirasi masyarakat; 
4. Meningkatkan infrastruktur lingkungan yang berkualitas baik; 
IV.2 Kependudukan 
A. Jumlah Penduduk 
Jumlah Penduduk Kelurahan Kemandungan :Jumlah Penduduk Laki-laki 
1.964 orang, Jumlah Penduduk Perempuan 2.022 orang, Jumlah Total 3986 
orang,Jumlah Kepala Keluarga 327 KK, Untuk lebih lengkapnya jumlah penduduk 














(%) Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 2 3 4 
 
0 -4 233 203 436 10,94 
5 – 9 191 200 391 9,81 
10 - 14 120 124 244 6,12 
15 - 19 146 114 260 6,52 
20 - 24 210 114 324 8,13 
25 - 29 102 225 327 8,20 
30 - 34 74 98 172 4,31 
35 - 39 78 112 190 4,77 
40 - 44 100 112 212 5,32 
45 - 49 110 105 215 5,39 
50 - 54 97 99 196 4,92 
55 - 59 91 96 187 4,69 
60 - 64 74 101 175 4,39 
65 - 69 82 91 173 4,34 
70 - 74 87 82 169 4,24 
75+ 169 146 315 7,90 
Jumlah 1.964 2.022 3.986 100 % 







Berdasrkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok umur dengan 
jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok umur 0-4 tahun dengan jumlah 
penduduk sebesar 436 jiwa, sedangkan dengan jumlah penduduk terkecil adalah 
kelompok umur 70-74 tahun dengan jumlah penduduk sebesar 169 jiwa. 
B. Penduduk Dilihat Dari Pendidikan 
Jumlah penduduk diatas 5 tahun menurut tingkat pendidikan dibagi atas 5 
kelompok yaitu terdiri atas tidak sekolah SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi 
disajikan pada Tabel  :  
Tabel IV.3 
Tingkat Pendidikan Penduduk 
Pendidikan Jumlah Presentase 
1. Tamat Akademi /Perguruan 
Tinggi 
197 6,09 
2. Tamatan SLTA 866 26,78 
3. Tamatan SLTP 673 20,81 
4. Tamatan SD 503 15,55 
5. Tidak tamat SD 369 11,41 
6. Belum tamat SD 452 13,98 
7. Tidak sekolah 174 5,38 
Jumlah 3234 100% 








Berdasrkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok tingkat 
pendidikan di Kelurahan Kemandungan tingkat pendidikan tamatan 
Akademik/Perguruan Tinggi dengan jumlah 197 orang atau dengan prosentase 
6,09%. Tamatan SLTA dengan jumlah 866 orang atau 26,78%. Tamatan SLTP 
dengan jumlah 673 orang atau 20,81%. Tamatan SD dengan jumlah 503 orang atau 
15,55%. Belum tamat SD sebanyak 452 orang atau 13,98%. Dan Tidak sekolah 
sebanyak 174 orang atau 5,38%. Jadi dapat disimpulkan di Keluarah Kemandungan 
pendidikan didominasi oleh Tamatan SLTA dengan jumlah prosentasi 26,78% dan 
Jumlah tingkat pendidikan terkecil oleh penduduk yang tidak sekolah dengan 
prosentasi 5,38% 
Tabel IV.4 
Sarana dan prasarana pendidikan 
No Lembaga Pendidikan Jumlah 
1 Play Ground (PAUD) 1 
2 TK Pertiwi 1 
3 SD (SD Negeri dan GIS) 3 
4 SMA 1 (Swasta) 
5 Perguruan Tinggi (UNNES) 1 
Jumlah 7 









Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di Keluruhan 
Kemadungan terdapat sarana prasrana pendidikan seperti PAUD ada 1,TK 
ada 1,SD ada 3,SMA ada 1,dan PT (Perguruan Tinggi) ada 1. 
C. Penduduk dilihat dari Agama yang dianut 
Penduduk Keluahan Kemandungan menurut agama yang dianut dapat 
dilihat melalui tabel berikut : 
Tabel IV.5 
Jumlah penduduk menurit Agama yang dianut 
Agama Jumlah 
1. Islam 3.287 Orang 
2. Kristen Katolik 142 Orang 
3. Kristen Protestan 146 Orang 
4. Budha 82 Orang 
5. Hindu 14 Orang 
6. Konghucu 4 Orang 
Jumlah 3.675 Orang 
       Sumber : Monografi Kelurahan Kemandungan 
Berdasrkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk menurut agama 
yang dianut antara lain Agama Islam sebanyak 3.287 orang. Agama Kristen katolik 
sebanyak 142 orang. Agama Kristen protestan sebanyak 146 orang. Agama Budha 
sebanyak 82 orang. Agama Hindu sebanyak 14 orang. Agama Konghucu sebanyak 
4 orang. Jadi dapat disimpulkan jika pemeluk Agama di Kelurahan Kemandungan 








D. Penduduk dilihat dari mata pencaharian. 
Di Kelurahan Kemadnungan jika dilihat dari mata pencaharian terdiri dari 
Nelayan, Pengusaha,Buruh industri, Buruh bangunan,Pedagang,Pengangkutan, 
PNS/ ABRI, Penssiunan dan Lain-lain. 
Tabel IV.6 
Jumlah penduduk menurut Mata pencaharian 
No Mata Pencaharian Jumlah Prosentasi 
1 Petani sendiri 0 0 
2 Buruh tani 0 0 
3 Nelayan 160 5,23 
4 Pengusaha 50 1,64 
5 Buruh Industri 207 6,77 
6 Buruh Bangunan 332 10,86 
7 Pedagang 348 11,39 
8 Pengangkutan 153 5,01 
9 PNS / ABRI 301 9,85 
10 Pensiunan 77 2,52 
11 Lain-lain 1.428 46,73 
 
Jumlah 3.056 100% 
Sumber : Monografi Kelurahan Kemandungan 2019 
Berdasrkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk mata pencaharian 
antara lain Nelayan sebanyak 160 orang atau 5,23%. Pengusaha sebanyak 50 orang 
atau 1,64%. Buruh industri sebanyak 207 orang atau 6,77%. Buruh bangunan 







Pengangkutan sebanyak 153 orang atau 5,01%. PNS/ABRI sebanyak 301 orang 
atau 9,85%. Pensiunan sebanyak 77 orang atau 2,52%. Dan lain-lain sebanyak 
1.428 orang atau 46,73%.  Jadi dapat disimpulkan jika Mata pencaharian di 
Kelurahan Kemandungan paling dominan adalah Lain-lain dan paling sedikit yaitu 
Pengusaha . 
IV.3  Pemerintahan  
Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 
kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah 
kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai 
Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat 
dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya 
lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya 
menjadi kelurahan, atau sebaliknya. 
Menurut Peraturan Walikota Tegal Nomor  37  Tahun  2017 Tentang 
Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural  Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kota 
Tegal :  
Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu 
atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Jabatan Fungsional adalah kedudukan 
yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya 







Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang 
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya 
a. Uraian Tugas Lurah:  
  1). Menyusun rencana kegiatan Lurah berdasarkan program kerja dan rencana 
operasional camat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  
  2). Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Kelurahan  
sesuai dengan rencana kegiatan dan kebijakan pimpinan guna kelancaran dan 
tercapainya target kerja;  
  3). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung 
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah;  
  4). Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di  
lingkungan Kelurahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 
pekerjaan berjalan tertib dan lancer;  
  5). Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kelurahan untuk 
mencapai target kinerja yang diharapkan;  
  6). Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan sesuai peraturan perundang-
undangan sehingga kegiatan pemerintahan kelurahan  terlaksana dengan baik dan 
lancar;  
  7). Melaksanakan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dengan menggerakan 







sehingga tumbuh peran serta masyarakat dalam pembangunan Kelurahan, dan 
kemandirian masyarakat dalam pengembangan diri, keluarga serta lingkungan;   
  8). Menyelenggarakan pelayanan masyarakat di tingkat Kelurahan sesuai 
peraturan perundang-undangan agar tercipta pelayanan yang baik;  
  9). Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum sesuai peraturan 
perundang-undangan untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman di wilayah 
Kelurahan;  
  10). Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan  
umum sesuai ketentuan sehingga terwujud prasarana dan fasilitas pelayanan umum 
yang baik;  
  11). Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;  
  12). Menyusun bahan perumusan dokumen perencanaan dan program kerja 
meliputi : Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Kinerja Anggaran, 
Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja sesuai peraturan yang berlaku dengan 
berkoordinasi dengan subbagian lainnya untuk disampaikan kepada pimpinan;  
  13). Menyiapkan penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan program dan 
kegiatan (Laporan Perkembangan Kegiatan, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah) sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
pelaporan, evaluasi dan penilaian atas akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan 







  14). Menyediakan dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan 
masyarakat, penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum,   pemeliharaan 
prasarana dan fasilitas pelayanan umum di lingkup kelurahan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan 
pimpinan;  
  15). Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas secara rutin sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan dan saran kepada 
pimpinan guna pengembilan keputusan lebih lanjut;  
  16). Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kelurahan dengan 
cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 
bawahan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja bawahan terhadap pelaksanaan 
tugas;  
  17). Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kelurahan sesuai dengan 
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;  
  18). Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsi atas perintah 



































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang berjudul 
Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kemandungan Kota Tegal. Yang 
didalmnya terdapat 9 unsur (indikator) pelayanan publik. ke-9 unsur tersebut yaitu 
: Persyaratan, Prosedur & mekanisme, Waktu penyelesaian, Biaya / Tarif, Produk 
spesifikasi pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan 
pengaduan, Sarana & prasarana.  
Yang mana Angket/kuesioner yang dibagikan kepada responden 
menggunakan teknik Insidental Sampling Menurut sugiyono (2009:85), Insidental 
Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen 
yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 
sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber 
data. Dengan pengukuran menggunakan Skala Likert adalah skala yang dapat 
dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Dengan jumlah responden 
sebanyak 80 orang yaitu masyarakat pengguna layanan di Kelurahan Kemandungan 
dengan ketentuan skor (nilai) sebagai berikut:   
Skore 4 bila responden menjawab pada Point SB 
Skore 3 bila responden menjawab pada Point B   
Skore 2 bila responden menjawab pada Point TB 








Arahan analis yang dimaksud bab ini yaitu : 
1. Ingin menggambarkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kemandungan 
Kota Tegal 
2. Ingin menggambarkan faktor apa saja yang menjadi penghambat kualitas 
pelayanan publik di Kelurahan Kemandungan 
3. Memberikan solusi pemecahan dalam meningkatkan pelayanan publik 
Kelurahan Kemandungan yang berkualitas. 
Sebelum membahas mengenai analisis data yang diperoleh melalui 
kuesioner/angket, penulis akan memaparkan karakterisktik responden terlebih 
dahulu : 
V.1 Karaketristik responden 
A.  Jenis Kelamin Responden 
Hasil penelitian menyebutkan bahwa responden berdasarkan jenis kelamin 
dalam analisis kualitas pelayanan publik Kelurahan Kemandungan yang berjumlah 
80 orang. Adapun uraiannya dapat dilihat pada diagram yang berikut ini : 
Diagram V.1 
Jumlah responden berdsarkan Jenis kelamin 
 












Berdasarkan diagram 5.1 diatas dapat diketahui jumlah responden dari sampel 
masyarakat pengguna layanan di Kelurahan Kemandungan yang berjenis kelamin 
laki-laki dengan jumlah 51,25% dan yang berjenis kelamin perempuan dengan 
jumlah 48,75%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 
didominasi oleh laki-laki dengan presentase 51,25%. 
B. Usia Responden 
Hasil penelitian menyebutkan bahwa responden berdasarkan Usia dalam 
analisis kualitas pelayanan publik Kelurahan Kemandungan yang berjumlah 80 
orang dengan usia yang sangat berfatiatif di mulai dari usia 15 tahun hingga usia 
rentan > 60 tahun. Adapun uraiannya dapat dilihat pada diagram yang berikut ini : 
Gambar V.2 
Jumlah reponden berdasarkan usia 
 
Sumber : olah data penelitian tahun 2020 
Berdasarkan diagram 5.2 diatas dapat diketahui jumlah responden dari sampel 
masyarakat pengguna layanan di Kelurahan Kemandungan usia 15 - 29 dengan 
jumlah 45% , usia 30 – 44 dengan jumlah 28,75 % , usia 45 – 59 dengan jumlah 20 
















sebagian besar responden didominasi oleh usia 15 – 29 dengan presentase 45%.  
Kebanyalan dar mereka untuk mengurus SKCK sebagai syarat untuk melamar 
pekerjaaan tetapi ada juga yang mengurus SKU dan kepentingan lainnya. 
C. Pekerjaan Responden 
Responden dalam analisis kualitas pelayanan jika dilihat dari pekerjaannya 
dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok,berdasarkan pekerjaan dapat dilihat 
pada grafik berikut: 
Diagram V.3 
Responden berdasarkan pekerjaan responden 
 
Sumber : Olah data penelitian tahun 2020 
Berdasarkan diagram 5.3 di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan responden 
sebagai Wiraswasta dengan  presentase 45%, , kemudian dengan latar belakang 
pelajar/mahasiswa dengan presentase 16,25%, responden dengan pekerjaan sebagai 
buruh dengan jumlah 7,5%, responden denga pekerjaan sebagai pedagang dengan 
jumlah 6,25%, responden sebagai Ibu Rumah Tangga berjumlah 21,2 %, responden 
yang berprofesi sebagai PNS berjumlah 1,25%, responden sebagai wirausaha 





















Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden memiliki 
latar belakang pekerjaan sebagai wiraswasta dengan presentase 45%, sedangkan 
sebagian kecil responden berprofesi sebagai PNS,Wirausaha dan Nelayan dengan 
jumlah 1,25% dari jumlah keseluruhan responden. 
D.  Frekuensi Kunjungan Responden 
Responden dalam analisis kualitas pelayanan jika dilihat dari fekuensi 
kunjungan di Kelurahan Kemandungan dapat dilihat pada grafik berikut: 
Diagram V.4 
Respondden berdasarkan frekuensi kunjungan 
 
Sumber : Olah data penelitian tahun 2020 
Berdasarkan diagram 5.4 di atas dapat diketahui bahwa frekuensi kunjungan 
respondeng jarang dengan presentase 40%, , dan frekuensi kunjungan responden 
sering dengan presentase 60%,. Maka dapat disimpulkan bahwa warga di kelurahan 
Kemandungan sering mengunjungi Kelurahan dengan keperluan masing-masing 












V.2  Hasil Penelitian dan Pemabahasan Per Unsur Pelayanan 
Beberapa unsur kemudian di kembangkan menjadi beberapa indikator  
yang dijadikan sebagai alat ukur diantaranya meliputi : 
1. Persyaratan yang terdiri dari 1 item pertanyaan yaitu angket no 1. 
2. Prsedur,Mekanisme yang terdiri dari 1 item pertanyaan yaitu angket no 2. 
3. Waktu penyelesaian yang terdiri dari 1 item pertanyaan yaitu angket no 3 
dan no 4. 
4. Biaya/tarif yang terdiri dari dari 1 item pertanyaan yaitu angket no 5. 
5. Produk spesifikasi pelayanan yang terdiri dari 2 item pertanyaan yaitu angke 
no.6 
6. Kompetensi pelaksana yang terdiri dari 1 item pertanyaan yauitu angket no 
7. 
7. Perilaku Pelaksana yang digunakan yang teridiri dari 1 item pertanyaan 
yaitu angket no 8. 
8. Penanganan pengaduan pelayanan yang terdiri dari 1 item pertanyaan yaitu 
angket no 9. 
9. Sarana & prasarana yang terdiri dari 1 item pertanyaan yaitu angket no 10. 
 
Untuk lebih jelasnya, penulis akanmemaparkan unsur-unsur tersebut menggunakan 









Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.Berdasarkan pada 
Keputusan Walikota Tegal Nomor  60 tahun 2017 tentang Standar Operasional 
Prosedur pada kecamatan dan kelurahan Kota Tegal memiliki persyaratan 
1. Pengantar RT/RW  
2. Fotokopi KTP 
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil 
     Tabel V.2.1 
Kejelasan Persyaratan pelayanan yang harus di penuhi 
No  Tanggapan jawaban Freuensi Jumlah Skor Presentasi 
1 Sangat Sesuai 23 69 29,11% 
2 Sesuai 54 162 68,35% 
3 Kurang Sesuai 3 6 2,54% 
4 Tidak Sesuai 0 0 0% 
Jumlah 80 237 100% 
Sumber: angket penelitian no.1 setelah diinterpretasikan 
 
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah seluruh responden 80 
orang. 23 orang (29,11%) berpendapat bahwa kejelasan persyaratan sangat sesuai, 
54 orang (68,35%) berpendapat kejelasan persyaratan sesuai, sedangkan 3 orang 
(2,54%) berpendapat bahwa kejelasan persyaratan kurang sesuai, dan hanya 0 







pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat mengenai kejelasan 
persyaratan dominan oleh kategori sesuai yaitu berjumlah 54 orang dengan 
presentase 68,35%.  
2. Prosedur 
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota 
Tegal Nomor 060 / 195 / 2017 tentang Standar Operasional Prosedur pada 
kecamatan dan kelurahan Kota Tegal, maka masyarakat harus menaati prosedur 
yang berlaku. 
1. Pemohon membawa/melengkapi berkas ke Kelurahan, selanjutnya 
untuk diolah Staf 
2. Berkas data kependudukan masuk diolah untuk diteruskan ke Kasi Tata 
Pemerintahan 
3. Verifikasi berkas masuk, bila data lengkap akan diteruskan ke Seklur 
dan bila data tidak lengkap dikembalikan 
4. Berkas di serahkan ke Seklur untuk di paraf selanjutnya diserahkan ke 
Lurah 
5. Berkas di serahka ke Lurah untuk ditanda tangani dan selanjutnya 
diserahkan ke Staf untuk distempel kemudian berkas diserahkan ke 
pemohon untuk di teruskan ke Kantor Kecamatan. 
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil: 
Tabel V.2.2 







No  Tanggapan jawaban Freuensi Jumlah Skor Presentasi 
1 Sangat mudah 10 40 18% 
2 Mudah  46 138 61% 
3 Kurang mudah 23 46 20% 
4 Tidak mudah 1 1 1% 
Jumlah 80 225 100% 
Sumber: angket penelitian no.2 setelah diinterpretasikan 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah seluruh responden 80 
orang. 10 orang (18%) berpendapat bahwa kemudahan prosedur dalam pelayanan 
sangat mudah, 46 orang (61%) berpendapat bahwa kemudahan prosedur 
dalampelayanan mudah, sedangkan 23 orang (20%) berpendapat bahwa kemudahan 
prosedur dalam pelayanan kurang mudah, dan hanya 1 orang (1%) yang 
berpendapat bahwa kemudahan prosedur dalam pelayanan tidak mudah. Melalui 
pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat mengenai kemudahan 
prosedur dalam pelayanan dominan oleh kategori mudah yaitu berjumlah 46 orang 
dengan presentase 61%. 
3. Waktu penyelesaian 
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Berdasarkan 
pada Keputusan Walikota Tegal Nomor  60 tahun 2017 tentang Standar Operasional 
Prosedur pada kecamatan dan kelurahan Kota Tegal mengatur tentang waktu yang 







operasional prosedur yang berlaku, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
satu permintaan layanan surat dengan waktu 25-30 menit. Berdasarkan penelitian 
diperoleh hasil : 
Tabel V.2.3 
Kecepatan waktu petugas dalam memberi pelayanan 
No Tanggapan jawaban Freuensi Jumlah Skor Presentasi 
1 Sangat cepat 7 28 14,21% 
2 Cepat 23 69 35,02% 
3 Kurang cepat 50 100 50,77% 
4 Tidak cepat 0 0 0% 
Jumlah 80 197 100% 
Sumber: angket penelitian no.3 setelah diinterpretasikan 
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah seluruh responden 80 orang. 
7 orang (14,21%) berpendapat bahwa Kecepatan waktu petugas dalam memberi 
pelayanan sangat cepat, 23 orang (35,02%) berpendapat Kecepatan waktu petugas 
dalam memberi pelayanan cepat, sedangkan 50 orang (50,77%) berpendapat bahwa 
Kecepatan waktu petugas dalam memberi pelayanan kurang cepat, dan hanya 0 
orang (0%) yang berpendapat bahwa Kecepatan waktu petugas dalam memberi 
pelayanan sangat tidak cepat . Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa pendapat mengenai Kecepatan waktu petugas dalam memberi pelayanan 









Ketepatan waktu pegawai dalam proses pelayanan 
No  Tanggapan jawaban Freuensi Jumlah Skor Presentasi 
1 Sangat Baik 4 16 8,37% 
2 Baik 23 69 36,12% 
3 Tidak Baik 53 106 55,51% 
4 Sangat Tidak Baik 0 0 0% 
Jumlah 80 191 100% 
  Sumber: angket penelitian no.4 setelah diinterpretasikan 
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah seluruh responden 80 
orang. 4 orang (8,37%) berpendapat bahwa Ketepatan waktu pegawai dalam proses 
pelayanan sangat baik, 23 orang (36,12%) berpendapat Ketepatan waktu pegawai 
dalam proses pelayanan baik, sedangkan 53 orang (55,51%) berpendapat bahwa 
Ketepatan waktu pegawai dalam proses pelayanan tidak baik, dan hanya 0 orang 
(0%) yang berpendapat bahwa Ketepatan waktu pegawai dalam proses pelayanan 
sangat tidak baik . Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat 
mengenai Ketepatan waktu pegawai dalam proses pelayanan dominan oleh kategori 
tidak baik yaitu berjumlah 53 orang dengan presentase 55,51%. 
4. Biaya / Tarif 
Biaya merupakan tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 
Berdasarkan UU No.24 th 2013 tentang administrasi kependudukan  Pasal 95B  







Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi 
dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan 
penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).Berdasarkan penelitian 
diperoleh hasil : 
Tabel V.2.5 
Kewajaran biaya 
No  Tanggapan jawaban Freuensi Jumlah Skor Presentasi 
1 Gratis 49 196 68,3% 
2 Murah 29 87 30,3% 
3 Cukup murah 2 4 1,4% 
4 Sangat mahal 0 0 0% 
Jumlah 80 287 100% 
Sumber: angket penelitian no.5 setelah diinterpretasikan 
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah seluruh responden 80 
orang. 49 orang (68,3%) berpendapat bahwa kewajaran biaya Kelurahan gratis, 29 
orang (30,3%) berpendapat bahwa kewajaran biaya Kelurahan murah, sedangkan 0 
orang (0%) berpendapat bahwa Kewajaran biaya Kelurahan cukup mahal, dan 
hanya 0 orang (0%) yang berpendapat bahwa Kewajaran biaya Kelurahan sangat 
mahal. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat mengenai 
Kewajaran biaya Kelurahan dominan oleh kategori gratis yaitu berjumlah 49 orang 







5. Produk spesifikasi pelayanan  
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 
dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Berdasarkan penelitian 
diperoleh hasil : 
 
Tabel V.2.6 
kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan 
dengan hasil yang diberikan 
No  Tanggapan jawaban Freuensi Jumlah Skor Presentasi 
1 Sangat memuaskan 33 132 48,35% 
2 Memuaskan 47 141 51,65% 
3 Cukup memuaskan 0 0 0% 
4 Kurang memuaskan 0 0 0% 
Jumlah 80 273 100% 
Sumber: angket penelitian no.6 setelah diinterpretasikan 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah seluruh responden 80 
orang. 33 orang (48,35%) berpendapat bahwa Hasil pelayanan sangat memuakan, 
47 orang (51,65%) berpendapat Hasil Pelayanan memuaskan, sedangkan 0 orang 
(0%) berpendapat bahwa Hassil Pelayanan cukup memuaskan, dan hanya 0 orang 
(0%) yang berpendapat bahwa Hasil Pelayanan yang tidak memuaskan . Melalui 
pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat mengenai Hasil Pelayanan 








6. Kompetensi pelaksana 
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Berdasarkan Surat 
Keputusan Walikota Tegal Nomor 060 / 195 / 2017 tentang Standar Operasional 
Prosedur pada kecamatan dan kelurahan Kota Tegal : 
1. Pendidikan minimal SLTA dan sederajat  
2. Memahami struktur organisasi kelurahan  
3. Memahami mekanisme pembuatan KTP  





Berdasarkan penelitian diperoleh hasil : 
Tabel V.2.7 
Kemampuan dan penguasaan pegawai dalam penggunaan alat bantu komputer 
No  Tanggapan jawaban Freuensi Jumlah Skor Presentasi 
1 Sangat kompeten 20 80 37,2% 
2 Kompeten 15 45 20,9% 







4 Tidak kompeten 0 0 0% 
Jumlah 80 215 100% 
Sumber: angket penelitian no.7 setelah diinterpretasikan 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah seluruh responden 80 
orang. 20 orang (37,2%) berpendapat bahwa Kemampuan&penguaaanpegawai 
dalam penggunaan alat bantu komputer sangat kompeten, 15 orang (20,9%) 
berpendapat Kemampuan& penguasaan pegawai dalam penggunaan alat bantu 
komputer kompeten, sedangkan 45 orang (41,9%) berpendapat bahwa 
Kemampuan&penguasaan pegawai dalam penggunaan alat bantu komputer kurang 
kompeten, dan hanya 0 orang (0%) yang berpendapat bahwa 
Kemampuan&penguasaan pegawai dalam penggunaan alat bantu komputer tidak 
kompeten. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat 
mengenai Kemampuan&penguasaan pegawai dalam penggunaan alat bantu 
komputer dominan oleh kategori tidak kompeten yaitu berjumlah 45 orang dengan 
presentase 41,9%.  
 
7. Perilaku Pelaksana     
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 
Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar 
kompetensi jabatan aparatur sipil negara, dengan memperhatikan : 
1. Menjalankan tugas menikuti standar pelayanan 
2. Mampu mengawasi dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas 







3. Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar 
pelyanan publik di lingkup unit kerja 
4. Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi 
dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal 
pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan 
profesiona 
5. Mampu memastikan kebijakan kebijakan pelayanan publikyang menjamin 
terselenggaranya pelayanan publikyang objektif, netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/p 
artai politik. 
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil : 
Tabel V.2.8 
Keramahan pegawai dalam melakukan proses pelayanan 
No  Tanggapan jawaban Freuensi Jumlah Skor Presentasi 
1 Sangat ramah 10 40 18,34% 
2 Ramah 38 114 52,31% 
3 Kurang ramah 32 64 29,35% 
4 Tidak ramah 0 0 % 
Jumlah 80 218 100% 
Sumber: angket penelitian no.8 setelah diinterpretasikan 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah seluruh responden 80 orang. 10 
orang (18,34%) berpendapat bahwa Keramahan pegawai dalam melakukan proses 







dalam melakukan proses pelayanan ramah, sedangkan 32 orang (29,35%) 
berpendapat bahwa Keramahan pegawai dalam melakukan proses pelayanan 
kurang ramah, dan hanya 0 orang (0%) yang berpendapat bahwa Keramahan 
pegawai dalam melakukan proses pelayanan sangat tidak ramah . Melalui 
pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat mengenai Keramahan 
pegawai dalam melakukan proses pelayanan dominan oleh kategori ramah yaitu 
berjumlah 32 orang dengan presentase 52,31%. 
8. Penanganan pengaduan 
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 
penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 15 
Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan Bentuk-bentuk pengelolaan 
pengaduanyang banyak digunakan antara lain: penyediaan kotak saran, sms, portal 
pengaduan dalam website, dan penyediaan petugas penerima pengaduan. 
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil : 
Tabel V.2.9 
Petugas dalam merespon setiap keluhan pengguna layanan dari masyarakat 
No  Tanggapan jawaban Freuensi Jumlah Skor Presentasi 
1 Sangat Baik 7 28 12,66% 
2 Baik 47 141 63,81% 
3 Tidak Baik 26 52 23,53% 
4 Sangat Tidak Baik 0 0 0% 
Jumlah 80 221 100% 







 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah seluruh responden 80 
orang. 7 orang (12,66%) berpendapat bahwa Petugas dalam merespon setiap 
keluhan pengguna layanan dari masyarakat sangat baik, 47 orang (63,81%) 
berpendapat Petugas dalam merespon setiap keluhan pengguna layanan dari 
masyarakat baik, sedangkan 26 orang (23,53%) berpendapat bahwa Petugas dalam 
merespon setiap keluhan pengguna layanan dari masyarakat tidak baik, dan hanya 
0 orang (0%) yang berpendapat bahwa Petugas dalam merespon setiap keluhan 
pengguna layanan dari masyarakat sangat tidak baik . Melalui pernyataan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa pendapat mengenai Petugas dalam merespon setiap 
keluhan pengguna layanan dari masyarakat dominan oleh kategori baik yaitu 
berjumlah 47 orang dengan presentase 63,81%.  
 
 
9. Sarana & prasarana  
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 
mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak 
(gedung).Menurut Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan 
pembangunan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 







Kelurahan digunakan untuk pelayanan sosial dasar yang berdampak 
langsung pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan 
penelitian diperoleh hasil : 
Tabel V.2.10 
Kebersihan dan Kenyamanan ruang pelayanan 
No  Tanggapan jawaban Freuensi Jumlah Skor Presentasi 
1 Sangat Baik 50 200      73,8% 
2 Baik 19 57 21% 
3 Cukup baik 3 6 2,2% 
4 Buruk 8 8 3% 
Jumlah 80 271 100% 
Sumber: angket penelitian no.9 setelah diinterpretasikan 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah seluruh responden 80 
orang. 50 orang (73,5%) berpendapat bahwa kebersihan dan kenyamanan ruangan 
pelayanan sangat baik, 19 orang (21%) berpendapat bahwa kebersihan dan 
kenyaman ruangan pelayanan baik, sedangkan 3 orang (3%) berpendapat bahwa 
kebersihan dan kenyamanan ruangan pelayanan cukup baik, dan hanya 8 orang 
(3%) yang berpendapat bahwa kebersihan dan kenyamanan ruangan pelayanan 
sangat buruk . Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat 
mengenai kebersihan dan kenyamanan ruangan pelayanan oleh kategori sangat baik 
yaitu berjumlah 50 orang dengan presentase 73,5%. 







A. Rata-rata tertimbang (Pengukuran Skala Likert) 
Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung 
dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. 
Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsurunsur pelayanan 
yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai 
penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:  
Rumus V.3.1 
Rata-Rata Tertimbang 




N : bobot nilai per unsur-unsur 




Berdasarkan perhitungan tersebut, maka bobot nilai rata-rata tertimbang adalah 
8,89 Sesuai dengan Permenpan No.14 Tahun 2017 untuk mencari rata-rata setiap 
indikator yaitu;  
 
Tabel V.3.1 
Bobot Nilai Per Unsur 




U1 1 8,89 8,89 







U3 2 4,44 8,88 
U4 1 8,89 8,89 
U5 1 8,89 8,89 
U6 1 8,89 8,89 
U7 1 8,89 8,89 
U8 1 8,89 8,89 
U9 1 8,89 8,89 
U9 1 8,89 8,89 
Sumber: olah data Ms. Excel peneliti tahun 2020  
 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang dikembangkan  
antara lain:  












Dari perhitungan tersebut maka menghasilkan perolehan nilai indikator setiap 














1  260 3,25 
2 227 2,8375 
3 196 2,45 
4 191 2,3875 
5 287 3,5875 
6 273 3,4125 
7 215 2,6875 
8 218 2,725 
9 221 2,7625 
10 271 3,3875 
Sumber: olah data peneliti tahun 2020  
 
B.  Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang : 
Tabel V.3.3 








1 8,89 3,25 28,8925 
2 8,89 2,8375 25,22538 







4 4,44 2,3875  
5 8,89 3,5875 31,89288 
6 8,89 3,4125 30.33713 
7 8,89 2,6875 23,89188 
8 8,89 2,725 24,22525 
9 8,89 2,7625 24,55863 










C.  Nilai Indeks Kepuasa Mayarakat per Unsur 
 Nilai mutu per indikator merupakan nilai yang diperoleh dengan 
menggunakan rumus:  
Rumus V.3.3  









Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu 




















1  1,00 – 2,5996  25,00 – 64,99  D  Tidak baik  
2  2,60 – 3,064  65,00 – 76,60  C  Kurang baik  
3  3,0644 – 
3,532   
76,61 – 88,30  B  Baik  
4  3,5324 – 4,00   88,31 – 100,00   A  Sangat baik  
 
 
V.4 Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Di Kelurahan 
Kemandungan 
 Nilai IKM dari unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat 
terhadap unsur pelayanan tersebut. Berikut ini hasil penelitian Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) dari masing-masing unsur: 







 Berdasarkan kategorisasi mutu pelayanan IKM sesuai dengan 








          = 3,21 
Dari hitungan diatas maka unsur tersebut yang meliputi indikator kejelasan 
persyaratan pelayanan memiliki mutu pelayanan berada pada point 3,21 dan kinerja 
unit pelayanan pada tingkat B “Baik”. 
2. Prosedur 
Berdasarkan kategorisasi mutu pelayanan IKM sesuai dengan 
KEPMENPAN RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey 














Dari hitungan diatas maka unsur tersebut meliputi indiktor kemudahan 
prosedur dalam memberikan pelayanan memiliki mutu pelayanan berada pada point 
2,80 dan kinerja unit pelayanan pada tingkat C “Kurang baik”. 
3. Waktu penyelesaian 
 Berdasarkan kategorisasi mutu pelayanan IKM sesuai dengan 
KEPMENPAN RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey 







          = 2,38 
Dari hitungan diatas maka unsur tersebut yang meliputi indikator kecepatan waktu 
petugas dan ketepatan waktu dalam proses pelayanan memiliki mutu pelayanan 




 Berdasarkan kategorisasi mutu pelayanan IKM sesuai dengan 
KEPMENPAN RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey 













          = 3,54 
Dari hitungan diatas maka unsur tersebut yang memiliki indikator kewajaran biaya 
memiliki mutu pelayanan berada pada point 3,54 dan kinerja unit pelayanan pada 
tingkat A “Sangat baik”. 
5. Produk Spesifikasi Pelayanan 
 Berdasarkan kategorisasi mutu pelayanan IKM sesuai dengan 
KEPMENPAN RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey 







          = 3,40 
Dari hitungan diatas maka unsur tersebut yang memiliki indikator kepuasan hasil 
pelayanan memiliki mutu pelayanan berada pada point 3,40 dan kinerja unit 
pelayanan pada tingkat B “Baik”. 







 Berdasarkan kategorisasi mutu pelayanan IKM sesuai dengan 
KEPMENPAN RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey 







          = 2,65 
Dari hitungan diatas maka unsur yang meliputi indikator Kemampuan dan 
penguasaan pegawai dalam penggunaan alat bantu komputer tersebut memiliki 
mutu pelayanan berada pada point 2,65 dan kinerja unit pelayanan pada tingkat 
C“kurang baik”. 
7. Perilaku pelaksana 
 Berdasarkan kategorisasi mutu pelayanan IKM sesuai dengan 
KEPMENPAN RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey 














Dari hitungan diatas maka unsur tersebut yang meliputi indikator keramahan 
pegawai memiliki mutu pelayanan berada pada point 2,70 dan kinerja unit 
pelayanan pada tingkat C “kurang baik”. 
8. Penanganan pengaduan 
 Berdasarkan kategorisasi mutu pelayanan IKM sesuai dengan 
KEPMENPAN RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey 







          = 2,73 
 Dari hitungan diatas maka unsur tersebut yang meliputi indikator petugas 
dalam merespon setiap keluhan pengguna layanan dari masyarakat memiliki mutu 











Berdasarkan kategorisasi mutu pelayanan IKM sesuai dengan 








          = 3,34 
Dari hitungan diatas maka unsur tersebut yang meliputi indikator 
Kebersihan & kenyamanan ruang pelayanan memiliki mutu pelayanan berada pada 
point 3,34 dan kinerja unit pelayanan pada tingkat B “baik”. 
A. Menghitung Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 
Guna memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara rentang nilai25-
100,maka hasil penilaian nilai rata-rata tertimbang (Σ NRR tertimbang) di atas 



























Peryaratan  3,21 80,25 B 
Prosedur 2,80 70 C 
Waktu penyelesaian 2,38 59,5 D 
Biaya / Tarif 3,54 88,5 A 
Produk spesifikasi  3,40 85 B 
Kompetensi pelaksana 2,65 66,25 C 
Perilaku pelaksana 2,70 67,5 C 
Penanganan Pengaduan 2,73 68,25 C 
Sarana & Prasarana 3,34 83,5 B 
Total NRR tertimbang&IKM 
pelayanan 
2,97 74,30 C 
 
Berdasarkan kategorisasi mutu pelayanan pada tabel V.3.5 di atas, maka Kelurahan 
Kemandungan memperoleh hasil Konversi IKM sebesar 74,30. Kinerja unit 
pelayanan Kelurahan Kemandungan dalam mutu pelayanan “C” dengan kategori 
“KURANG BAIK”. Nilai tertinggi dari penelitian ini yaitu dalam unsur   
“Biaya/Tarif” mendapat nilai 88,50 dengan niali mutu per unsur sebesar 3,54. Dan 
nilai terendah dari penelitian ini yaitu dalam unsur “Waktu penyelesaian” mendapat 








 BAB VI 
PENUTUP 
Dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa simpulan yang didasarkan 
pada hasil penelitian yang di peroleh, penulis juga mengemukakan saran sebagai 
masukan baik bagi masyarakat dan instansi yang bersangkutan. 
VI.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kualitas Pelyanan 
Publik di Kelurahan Kemandungan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa : 
1.  Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Kemandungan maka di ketahui 
bahwa kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kemandungan memperoleh 
Kinerja unit pelayanan dalam mutu pelayanan “C” dengan 
kategori“KURANG BAIK”. Dari hasil Konversi IKM sebesar 74,50 
dengan nilai per mutu 2,98 dari nilai interval (2,60-3,064). Dengan Nilai 
tertinggi dari penelitian ini yaitu dalam unsur  “Biaya / Tarif” mendapat nilai 
mutu per unsur sebesar 3,54 masuk dalam kategoti Sangat Baik. Unsur 
prosedur,perilaku pelaksana,kompetensi pelaksana,penanganan pengaduan 
masuk dalam kategori Kurang Baik, dan unsur persyaratan,produk 
spesifikasi, sarana & prasarana masuk dalam kategori Baik, sedangkan nilai 
terendah dari penelitian ini yaitu dalam unsur “Waktu penyelesaian” 








2. Faktor penghambat kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kemandungan 
adalah kecepatan dan ketepatan waktu dalam meberikan pelayaan dan 
kurangnya SDM kompetensi pegawai dalam media online. 
3. Solusi yang perlu dilakukan oleh Kelurahan Kemandungan Kota Tegal 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang baik Kelurahan 
Kemandungan perlu memberikan pelatihan kepada pegawai - pegawai 
khususnya pegawai layanan yang belum mampu untuk mengoperasikan alat 
bantu dalam proses pelayanan agar dapat meningkatkan kecepatan dan 
ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, Penambahan pegawai tetap 
bagian pelayanan di Kelurahan Kemandungan agar setiap pegawai fokus 
pada tugas masing-masing dengan mengajukan surat permintaan 








VI.2 Saran  
 Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti memberikan (saran) 
sebagai berikut : 
1. Pegawai di Kelurahan Kemandungan sebaiknya saling mengingatkan arti 
pentingnya kesadaran petugas dalam memberikan proses pelayanan agar 
pengguna layanan memberikan respon yang baik terhadap pegawai 
Kelurahan. 
2. Seharusnya Kelurahan Kemandungan juga menjadikan Permenpan 
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai bahan rujukan 
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ANALISI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN 
KEMANDUNGAN KECAMATAN TEGAL BARAT 
 KOTA TEGAL 
  
A. PETUNJUK  
1. Sebelum Anda memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan di 
bawah ini, tulislah terlebih dahulu identitas Anda.  
2. Berikan tanda Centang ( √ ) pada kolom yang telah disediakan. 
3. Diharapkan Anda dalam menjawab kuesioner ini dengan sejujurnya. 
4. Atas kesediaan dan partisipasinya diucapkan banyak terima kasih.  
  
B. IDENTITAS RESPONDEN  
      Nama          :         
      Jenis Kelamin      :  
      Jabatan       :  
      Frekuensi Kunjungan  :  
    
C. KETERANGAN  
1. a = 4 ponit    
2. b = 3 point  
3. c = 2 point   







1. Bagaimana kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi di Kelurahan 
Kemandungan? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Kurang sesuai 
d. Tidak sesuai 
2. Bagaimana kemudahan prosedur di Kelurahan Kemandungan? 
a. Sangat mudah 
b. Mudah 
c. Kurang mudah 
d. Tidak mudah 
3. Bagaimana kecepatan waktu petugas dalam meberikan pelayanan di Kelurahan 
Kemandungan? 
a. Sangat cepat 
b. Cepat  
c. Kurang cepat 
d. Tidak cepat 
4. Bagaimana ketepatan waktu pegawai dalam proses pelayanan di Kelurahan 
Kemandungan? 
a. Sangat baik 
b. Baik  
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
5. Bagaimana kewajaran biaya di Kelurahan Kemandungan? 
a. Gratis 
b. Murah  
c. Cukup murah 
d. Sangat mahal 
6. Bagaimana kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar 
pelayanan dengan hasil yang diberikan? 
a. Tidak sesuai 
b. Kurang sesuai 
c. Sesuai 








7. Bagaimana kemampuan dan penguasaan dalam penggunaan alat bantu di 
Kelurahan Kemandungan? 
a. Sangat kompeten 
b. kompeten 
c. Kurang kompeten 
d. Tidak kompeten 
8. Bagaimana keramahan pegawai dalam melakukan proses pelayanan di 
Kelurahan Kemandungan? 
a. Sangat ramah 
b. Ramah  
c. Kurang ramah 
d. Tidak ramah 
9. Bagaimana petugas dalam merespon setiap keluhan pengguna layanan dari 
masyarakat di Kelurahan Kemandungan? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
10. Bagaimana kebersihan dan kenyamanan ruang pelayanan di Kelurahan 
Kemandungan? 
a. Sangat baik 
b. Baik 









PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER 
RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN 
No. Responden REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN 
 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 
 
1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
 
2 3 2 3 2 3 3 4 2 4 2 
 
3 3 2 4 4 4 4 3 2 4 3 
 
4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 
 
5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
 
6 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
 
7 3 2 3 3 4 3 2 2 2 4 
 
8 3 2 2 3 4 4 2 4 4 2 
 
9 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 
 
10 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 
 
11 4 2 4 2 3 3 3 2 4 2 
 
12 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
 
13 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 
 
14 2 3 2 3 3 3 2 3 2 1 
 
15 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 
 
16 4 4 3 4 3 3 3 2 2 1 
 
17 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 
 
18 3 4 4 4 3 4 3 3 3 1 
 








20 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
 
21 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
 
22 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
 
23 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 
 
24 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 
 
25 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 
 
26 3 4 2 3 3 4 2 4 2 4 
 
27 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 
 
28 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
 
29 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 
 
30 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 
 
31 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 
 
32 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 
 
33 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 
 
34 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 
 
35 3 4 2 2 4 3 2 3 3 4 
 
36 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 
 
37 3 3 2 2 4 4 2 3 3 4 
 
38 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 
 
39 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 
 
40 3 3 2 2 4 3 2 2 3 4 
 
41 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 
 
42 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 
 
43 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 
 








45 3 4 2 2 4 3 2 4 2 3 
 
46 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 
 
47 3 3 2 2 4 3 2 4 3 4 
 
48 3 3 2 2 4 3 2 3 2 4 
 
49 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 
 
50 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 
 
51 4 3 2 2 4 4 2 3 3 4 
 
52 3 3 2 2 4 3 4 3 3 4 
 
53 3 3 2 2 4 3 2 2 3 4 
 
54 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 
 
55 3 3 2 2 4 4 2 3 3 4 
 
56 3 3 2 2 4 4 2 3 3 4 
 
57 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 
 
58 3 3 2 2 4 3 2 2 3 4 
 
59 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 
 
60 3 3 2 2 4 4 2 3 3 4 
 
61 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 
 
62 3 3 2 2 4 4 4 2 2 4 
 
63 3 4 2 2 4 4 2 3 2 4 
 
64 4 3 2 2 4 4 2 3 3 4 
 
65 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 
 
66 4 3 2 2 3 4 4 3 3 4 
 
67 4 3 2 2 4 4 4 3 2 4 
 
68 4 3 2 2 4 4 4 2 2 4 
 








70 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 
 
71 4 3 2 2 3 4 4 2 2 3 
 
72 4 3 2 2 4 4 4 2 3 4 
 
73 4 3 2 2 4 4 2 3 3 4 
 
74 4 3 2 2 4 4 4 3 3 4 
 
75 4 3 2 2 4 4 4 2 3 4 
 
76 4 3 2 2 4 4 2 3 3 4 
 
77 4 3 2 2 4 4 4 2 3 4 
 
78 4 3 2 2 4 4 2 2 3 4 
 
79 4 3 2 2 4 4 4 2 3 4 
 
80 4 3 2 2 4 4 2 2 3 4 
 
Total Indikator 260 227 196 191 287 273 215 218 221 271 
 
Rata-rata 3,25 2,8375 2,45 2,3875 3,5875 3,4125 2,6875 2,725 2,7625 3,3875 
 
Bobot tiap unsur 8,89 8,89 4,44 4,44 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 
 




28,8925 25,22538 21,4785 
 
31,89288 30,33713 23,89188 24,22525 24,55863 30,11488 
 
Mutu per Unsur 3,210679 2,80317 0,603729 0,588328 3,544096 3,371213 2,654985 2,692031 2,729077 3,346515 
 
IKM per Unsur 3,21 2,8 2,38 
 





























































      
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 14 TAHUN 2017 
TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT 
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,  
  
Menimbang  : a.  bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara 
berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan 
pelayanan publik;    
 b.  bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan 
sehingga perlu diganti;   
 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan  












Mengingat  :   1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5038);  
 2.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);   
  
3.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517);  
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan:   
  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA 
PELAYANAN PUBLIK.  
  
Pasal 1  
(1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan 
Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.  
(2) Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.  
Pasal 2  
Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit  penyelenggaraan 












Pasal 3  
(1)  Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, unit penyelenggara 
dapat bekerjasama dengan lembaga lain.  
(2)  
  
Lembaga lain sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), yaitu lembaga 
yang  memiliki kredibilitas dan reputasi di bidang penelitian dan survei.  
Pasal 4  
(1)  Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei 
Kepuasan Masyarakat.  
(2)  
  
Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan kepada Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  
Pasal 5  
Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 3 ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan 
Masyarakat secara nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi.  
  
Pasal 6  
Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan 
masyarakat dari Unit Pelayanan Publik.  
  
Pasal 7  
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 
Pelayanan Publik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 













Pasal 8  
(1)  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, unit penyelenggara 
pelayanan publik yang sedang melaksanakan proses penyusunan survei 
kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik, 
diselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Survei  
Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan  
Pelayanan Publik.  
(2)  
  
Apabila penyusunan survei kepuasan masyarakat telah selesai 
dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku maka hasilnya 
tetap berlaku.     
Pasal 9  
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Survei Kepuasan  
Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara 
Tahun 2014 Nomor 616), dicabut dan diyatakan tidak berlaku.   
Pasal 10  
Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal 
diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.  
Ditetapkan di Jakarta pada 
tanggal  9 Mei 2017  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI   
REPUBLIK INDONESIA,   
  ttd  






Diundangkan di Jakarta pada 
tanggal 16 Mei 2017  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
  ttd  
WIDODO EKATJAHJANA  
  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 708    
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI  
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,  










        
LAMPIRAN    
PERATURAN  MENTERI  PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI   
NOMOR 14 TAHUN 2017   
TENTANG   
PEDOMAN  PENYUSUNAN  SURVEI 
 KEPUASAN  
MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA 
PELAYANAN  
PUBLIK.   
    
PEDOMAN   
PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN 
MASYARAKAT  UNIT PENYELENGGARA 
PELAYANAN PUBLIK   
  
BAB  I  
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang  
Seiring dengan kemajuan teknologi  dan tuntutan masyarakat dalam hal 
pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi 
harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.   
Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini 
dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari 
berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan 
jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan 
dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan 






Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan 
publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan 
dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.   
Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh  
Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan 
Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagimana diatur didalam 
pedoman ini.   
Selama ini,  dalam melakukan survei kepuasan masyarakat 
menggunakan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 
Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis 
dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk 
disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk 
dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan 
dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.   
B. Tujuan   
Peraturan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai 
pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.   
C. Sasaran   
1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 
penyelenggara pelayanan.  
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
publik.   
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 
menyelenggarakan pelayanan publik.  
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.  
D. Prinsip  







1. Transparan  
Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh 
seluruh masyarakat.  
2. Partisipatif   
Dalam melaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran 
serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei 
yang sebenarnya.  
3. Akuntabel  
Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat 
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada 
pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.  
4. Berkesinambungan  
Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan 
berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas 
pelayanan.  
5. Keadilan  
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua 
pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, 
golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.  
6. Netralitas  
Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai 
kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.   
E. Ruang Lingkup  
Ruang lingkup Pedoman Penyusunan SKM Penyelenggara Pelayanan Publik pada 
Peraturan ini, meliputi Metode Survei, Pelaksanaan dan Teknik Survei, Langkah-
Langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Langkah-Langkah Pengolahan 
Data, Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme Pelaporan Hasil Penilaian Indeks Survei 
Kepuasan Masyarakat, Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut.  
F. Unsur SKM dalam peraturan ini meliputi:   






Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.   
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur   
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 
pelayanan, termasuk pengaduan.   
3. Waktu Penyelesaian    
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.    
 
4. Biaya/Tarif *)  
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.   
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan   
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  
Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.    
6. Kompetensi Pelaksana **)    
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.   
7. Perilaku Pelaksana **)     
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.     
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan   
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.  
9. Sarana dan prasarana  
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 






merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak 
(gedung).  
Catatan:  
*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam  suatu 
peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan 
(konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.  
**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis 
layanan yang akan disurvei berbasis website.   
G. Manfaat  
Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain:   
1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 
penyelenggara pelayanan publik;  
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 
pelayanan publik secara periodik;  
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang 
perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;  
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 
pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;  
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;  
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.   
H. Pengertian Umum  
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:  
1. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif 
tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh 






2. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei 
Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu)  
sampai dengan 4 (empat).  
3. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, 
yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada 
penerima pelayanan.   
4. Unsur Survei Kepuasaan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator 
pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.    
5. Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala 
setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester)  atau minimal 1 
(tahun) sekali.  
6. Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang secara hukum 
berkedudukan di Indonesia yang memiliki kredibilitas dan akreditasi yang jelas 
dibidang penelitian dan survei. Misalnya lembaga penelitian yang ada di 
universitas/perguruan tinggi.  
7. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan 
tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.  
8. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah 
dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 
publik.  
9. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyara- kat terhadap 
kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.  
10. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan 
pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan 
masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan  
11. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang 
berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur 






12. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 
pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
13. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah.  
14. Instansi Pemerintah adalah Instansi pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
termasuk BUMN/BUMD dan BHMN.  
  
BAB II  
METODE SURVEI  
    
A. Periode Survei  
Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara 
pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. 
Survei ini, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. 
Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6 bulanan (Semester) atau 1 
(satu) tahun. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya minimal melakukan 
survei 1 (satu) tahun sekali.   
       Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk 
melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu,  
hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan 
melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara 
kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal 
penyelenggara menggunakan metode survei ini, maka metode ini harus dinyatakan di 
dalam laporan. Pengolahan dan analisa hasil survei agar mengikuti cara pengolahan 
data dan kluster penilaian sesuai dengan kaidah pengolahan survei.  
B. Metode penelitian  
Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode 
kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu 






skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini 
dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan 
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 
terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk 
menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih 
salah satu dari pilihan yang tersedia.  
  
BAB III  
PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI  
A. Pelaksanaan  
1. Pelaksana survei  
a. Pelaksana survei adalah setiap unit penyelenggara pelayanan yang terdapat 
pada lembaga negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.  
b. Apabila dilaksanakan sendiri atau unit indepeden yang sudah berpengalaman. 
Unit independen tersebut dapat dilaksanakan oleh: Badan Pusat Statistik 
(BPS), Perguruan Tinggi (Pakar), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
Pelaku Usaha atau kombinasi dari unitunit dimaksud, perlu dilakukan melalui 
Perjanjian kerjasama dengan unit independen, untuk dibuatkan berita acara.   
2. Tahapan survei  
Pelaksanaan SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan 
melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil 
survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:  
1. Menyusun instrumen survei;  
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;  
3. Menentukan responden;  
4. Melaksanakan survei;  
5. Mengolah hasil survei;  






Tahapan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan 
publik ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan.   
B. Teknik Survei Kepuasan Masyarakat    
Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain:   
1. Kuesioner dengan wawancara tatap muka;    
2. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat;   
3. Kuesioner elektronik (e-survei);   
4. Diskusi kelompok terfokus;   
5. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.   
C. Penyusunan Laporan   
Laporan Hasil Survei ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat untuk 
meningkatkan kinerja Pelayanan Publik secara bertahap, konsisten, 
berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki.  
1. Materi Pokok Laporan SKM  
Materi pokok dalam Laporan SKM mencakup: latar belakang masalah, 
tujuan SKM, Metode, tim SKM dan jadwal pelaksanaan dan Tindak lanjut 
SKM, sebagai berikut:  
1) Pendahuluan:  latar belakang masalah, tujuan SKM, metode, tim SKM dan jadwal 
pelaksanaannya SKM:  
a. Latar belakang masalah memuat berbagai hal penyebab munculnya 
problematika dalam penyusunan SKM, baik ditinjau dari komponen 
yang akan disurvei dan dilakukan untuk peningkatan kualitas 
pelayanan publik.  
b. Tujuan SKM berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai dari hasil 
SKM yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan IKM secara 
nasional oleh Menteri.  
c. Metode memuat karakteristik populasi, keterwakilan anggota sampel, 






berhasil dikumpulkan kembali, dan jumlah kuesioner yang dapat 
diproses lebih lanjut atau diolah.  
d. Tim SKM terdiri dari penanggung jawab dan pelaksana SKM.  
e. Jadwal SKM memuat kegiatan dan waktu pelaksanaan survei.  
2) Analisis   
Analisis meliputi data kuesioner, perhitungan, dan deskripsi hasil 






mengenai berbagai faktor pemicu kelemahan dan/atau kelebihan pada setiap komponen yang 
diukur. Selain itu, hasil analisa survei tersebut dapat dibandingkan dengan hasil survei 2 
tahun sebelumnya.  
3) Penutup  
Terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan berisi tentang intisari 
hasil SKM, baik bersifat negatif maupun positif. Sedangkan saran/rekomendasi 
memuat masukan perbaikan secara konkrit pada masing-masing komponen yang 
menunjukkan kelemahan. Selain hal-hal pokok sebagaimana telah diuraikan, dalam 
laporan tersebut harus juga memuat ringkasan eksekutif (executive summary).  
BAB IV  
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
A. Persiapan Survei  
1. Penetapan Pelaksana  
a. Apabila dilaksanakan secara swakelola, perlu membentuk Tim 
penyusunan  survei kepuasan masyarakat yang terdiri  dari:  
1) Pengarah.  
2) Pelaksana, terdiri dari:  
a) Ketua.  
b) Anggota sekaligus sebagai surveior sebanyak- 
banyaknya 5 orang.  
3) Sekretariat sebanyak-banyaknya 3 orang.  
b. Apabila bekerjasama dengan lembaga lain, maka lembaga tersebut 
harus memiliki pengalaman dan kredibilitas di bidang penelitian atau 
survei. Selain itu perlu dilakukan perikatan perjanjian kerja sama antara 
lembaga lain dengan penyelenggara pelayanan publik. Lembaga lain 
tersebut dapat dilaksanakan oleh unit independen, yang terdiri dari 
BPS, Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi dan Lembaga Survei yang 








2. Penyiapan Bahan Survei  
a. Kuesioner  
Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan 
(kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima 
pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei 
dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan. Salah satu contoh 
bentuk kuesioner terlampir (Lampiran I) pada lampiran ini.  
b. Bagian Kuesioner  
Bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam :  
1) Bagian Pertama   
Pada bagian pertama berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang 
dilakukan survei.  
2) Bagian Kedua   
Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara lain:  jenis 
kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk 
menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) responden 
terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom 
waktu/jam responden saat disurvei.   
3) Bagian Ketiga  
Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak 
terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan 
berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban tidak terstuktur 
(pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana 
responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi.  
c. Bentuk Jawaban  
Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam 
kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban 
pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas 
pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari  sangat baik/puas sampai 
dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, 






2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;   
3) baik,  diberi nilai 3;  
4) sangat baik,  diberi nilai persepsi 4.  
Contoh :  
Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.  
1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak 
sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, 
sehingga proses tidak efektif.  
2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan 
masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.  
3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa 
mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.  
4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa 
sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan 
efektif.  
B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data  
a. Penetapan Jumlah Responden  
Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei 
dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan 
sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan 
untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari 
Krejcie and Morgan (Lampiran II) atau dihitung dengan menggunakan rumus:  
S = { λ² . N. P. Q}/ {d² (N-1) + λ² . P. Q }  
  
dimana :  
S   =  jumlah sampel  
λ2  =  lambda (faktor pengali) dengan dk = 1,    
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %  
N   =  populasi  
P (populasi menyebar normal) = Q = 






b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data  
Lokasi dan waktu pengumpulan data dapat dilakukan di:  
1) Lokasi masing-masing unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk, 
seperti: unit pelayanan SIM, STNK, transportasi dan sebagainya;  
2) Lingkungan perumahan untuk penerima layanan tertentu, seperti: telepon, air 
bersih, pendidikan dan sebagainya pada saat responden di rumah.  
c. Pelaksanaan Pengumpulan Data  
1) Pengumpulan data  
Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada 
masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan.  
 
2) Pengisian kuesioner  
Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan 2 
(dua) cara, yaitu:  
a) Dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya 
dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.  
Dengan cara ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan 
pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang 
bersangkutan.  
b) Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara oleh:  
1) Unit pelayanan sendiri, walaupun sebenarnya dengan cara ini hasilnya 
kemungkinan besar akan subyektif, karena dikhawatirkan jawaban 
yang kurang baik mengenai instansinya akan mempengaruhi 
obyektivitas penilaian. Untuk mengurangi subyektifitas hasil 
penyusunan indeks, dapat melibatkan unsur pengawasan atau 
sejenisnya yang terkait.   
2) Unit independen yang sudah berpengalaman dan mempunyai reputasi 






Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Independensi ini perlu 
ditekankan untuk menghindari jawaban yang subyektif.   
3) Hasil survei kepuasan masyarakat tersebut harus ada saran perbaikan 
dari pemberi layanan yang disurvei terhadap peningkatan kualitas 
pelayanan publik.  
4) Hasil survei kepuasan masyarakat wajib diinformasikan kepada publik 
minimal di ruang layanan atau melalui media cetak, media pemberitaan 
online, website unit, atau media jejaring sosial.   
5) Contoh format publikasi dapat dilihat pada lampiran peraturan ini.   
BAB V  
LANGKAH-LANGKAH PENGOLAHAN DATA  
  
Pengolahan data masing-masing metode SKM sebagaimana pada BAB II, dilakukan 
sebagai berikut:   
A. Pengukuran Skala Likert  
1.  Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.   
     Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing 
unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 
unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki 
penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan  dengan rumus,  sebagai 




Jumlah Bobot           1 
Bobot nilai rata–rata tertimbang =                 =                    =    N  x = 
jumlah unsur yang disurvei  Jumlah Unsur       X 
N = bobot nilai per unsur  
Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan   







         Total dari Nilai Persepsi Per Unsur  
SKM =                                                            x  Nilai Penimbang    
               Total Unsur yang Terisi  
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100,  
maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan 
rumus sebagai berikut:  
 SKM Unit pelayanan x 25  
Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka 
setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:  
a. Menambah unsur yang dianggap relevan;  
b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang 
dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur 
tetap 1.  
Tabel II  
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu   


















1  1,00 – 2,5996  25,00 – 64,99  D  Tidak baik  
2  2,60 – 3,064  65,00 – 76,60  C  
Kurang baik  
3  3,0644 – 3,532   76,61 – 88,30  B  Baik  
4  3,5324 – 4,00   88,31 – 100,00   A  
Sangat baik  
  
B. Pengolahan Data Survei  
Pengolahan  data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua)  cara, yaitu:  




              
         Jumlah Bobot           1   
Bobot nilai rata – rata   tertimbang =                 =                  =    0 , 11   






1. Pengolahan dengan komputer  
Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program 
komputer/sistem data base.  
2. Pengolahan secara manual  
a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir 
mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX);   
b) Langkah selanjutnya,  untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan 
dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:  
1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.  
Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah 
kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan 
nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing 
unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.  
Contoh : Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur 
pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan 
dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.  
2) Nilai indeks pelayanan  
Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan 
X unsur  
3) Pengujian Kualitas Data  
Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing 
kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang 
dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir 
dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui 
profil responden dan kecenderungan penerima layanan.  
C. Laporan Hasil Penyusunan Indeks  
Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap unit 
pelayanan instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai berikut:  






Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari 
setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur 
pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit 
pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan 
dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur).  
Contoh:  
Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah 
sebagaimana tabel berikut:  
  
NO  Unsur SKM  
Nilai Unsur  
SKM  
1.   Persyaratan     A  
2.   Sistem, Mekanisme, dan Prosedur  B  
3.   Waktu  Penyelesaian  C  
4.   Biaya/Tarif  D  
5.   Produk Spesifikasi jenis  pelayanan  E  
6.   Kompetensi pelaksana  F  
7.   Perilaku pelaksana  G  
  8.  
Penanganan Pengaduan, Saran dan  
Masukan  
H  
9.   Sarana dan Prasarana  I  
  
2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan   
Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang 
mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur 
yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.  
3. Penyusunan Jadwal.  
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama 






a. Persiapan, 6 (enam) hari kerja;  
b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 (enam) hari kerja;  
c. Pengolahan data indeks, 6 (enam) hari kerja;  
d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 (enam) hari kerja.  
  
BAB VI  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN MEKANISME PELAPORAN  
HASIL PENILAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT   
1. Secara berkala pimpinan unit pemantau yang ditunjuk tersebut melaporkan hasil 
pemantauan kinerja unit pelayanan kepada pimpinan instansi pemerintah yang 
bersangkutan, sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan 
kualitas pelayanan publik.  
2. Dalam rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan SKM unit pelayanan, 
rencana dan tindak lanjutnya wajib dipublikasikan kepada masyarakat.  
3. Pengujian Kualitas Data  
Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing 
kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun 
berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan 
utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan 
kecenderungan.  
4. Untuk memudahkan pengolahan data indeks kepuasan masyarakat di setiap unit 
pelayanan, pedoman umum ini sebaiknya dilengkapi dengan program pengolahan 
data melalui komputer, yang di-install pada komputer masing-masing unit 
pelayanan.  
Jenis program pengolahan melalui komputer yang merupakan Sistem Data Base 
Indikator Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dapat menggunakan 
program, antara lain:  
a. Operating Sistem (OS) DOS, atau   
b. Operating Sistem (OS) Microsoft (MS) Windows (MW),   






5. Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala diperlukan 
survei secara periodik dan berkesinambungan. Dengan demikian dapat diketahui 
perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Jangka 
waktu survei antara periode yang satu ke periode berikutnya dapat dilakukan 3 
(tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.  
6. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, semua unit 
pelayanan instansi pemerintah baik yang langsung maupun tidak langsung 
memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib menyusun survei kepuasan 
masyarakat secara periodik di lingkungan masing-masing dalam upaya 
meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.  
     Keberhasilan pelaksanaan penyusunan, survei kepuasan masyarakat, sebagai upaya 
untuk meningkatkan kualitas unit pelayanan instansi pemerintah pusat dan daerah, 
tergantung kepada komitmen dan kesungguhan para pejabat maupun pelaksana di 
masing-masing instansi serta masyarakat.   
     Hal-hal yang bersifat teknis dan administratif pelaksanaan penerapan, diatur secara 
tersendiri  
7. Hasil SKM wajib diinformasikan kepada publik termasuk metode survei. 
Penyampaian hasil SKM wajib dipublikasi, minimal di ruang layanan atau melalui 
media cetak, media pemberitaan online, website unit, atau media jejaring sosial  
BAB VII  
ANALISA HASIL SURVEI DAN RENCANA TINDAK LANJUT  
Setelah diperoleh hasil pengolahan data SKM, maka perlu dilakukan analisa 
terhadap unsur yang disurvei baik yang bersifat teknis dan non teknis secara 
keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari SKM itu sendiri. 
Analisa masing-masing unsur SKM dapat dilakukan dengan cara:  
1. Analisa Univariat  
Analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan 
hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini 
merupakan diskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, 






grafik atau gambar serta perhitunganperhitungan deskriptif dari masing-masing 
unsur yang disurvei. Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan 
menggunakan perhitungan analisa deskriptif program SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences).  
2. Analisa Bivariat  
Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara 
satu unsur dengan unsur lain. Contoh: hubungan antara unsur prosedur dengan 
unsur waktu pelayanan, atau unsur kompetensi petugas dengan unsur perilaku 
petugas. Tujuan dari analisa bivariat ini adalah untuk melihat hubungan satu unsur 
dengan unsur lain sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah.   
           Melalui analisa ini, hasil pengelohan data SKM tidak hanya dimunculkan     
analisa kuantitatif saja (indeks atau angka SKM), tetapi juga analisa kualitatif. Analisa ini 
sangat penting untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan 
dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan 
direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan 
dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan 
harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek  (kurang dari 
12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka 
panjang (lebih dari 24 bulan).  
Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dapat dituangkan dalam tabel berikut:  
RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN SKM  




WAKTU  PENANGGUNGJAWAB  
                      
                      
  







Survei kepuasan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar 
peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik.   
MENTERI  PENDAYAGUNAAN  





ASMAN  ABNUR  
LAMPIRAN II  
PERATURAN  MENTERI 
 PENDAYAGUNAAN      
APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI 
KEPUASAN  
MASYARAKAT   
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN 
PUBLIK   
  
Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung, dapat melihat pada 
tabel berikut :  













10  10  220  140  1200  291  
15  14  230  144  1300  297  






25  24  250  152  1500  306  
30  28  260  155  1600  310  
35  32  270  159  1700  313  
40  36  280  162  1800  317  
45  40  290  165  1900  320  
50  44  300  169  2000  322  
55  48  320  175  2200  327  
60  52  340  181  2400  331  
65  56  360  186  2600  335  
70  59  380  191  2800  338  
75  63  400  196  3000  341  
80  66  420  201  3500  346  
85  70  440  205  4000  351  
90  73  460  210  4500  354  
95  76  480  214  5000  357  
100  80  500  217  6000  361  
110  86  550  226  7000  364  
120  92  600  234  8000  367  
130  97  650  242  9000  368  
140  103  700  248  10000  370  
150  108  750  254  15000  375  
160  113  800  260  20000  377  
170  118  850  265  30000  379  
180  123  900  269  40000  380  
190  127  950  274  50000  381  
200  132  1000  278  75000  382  
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MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK 
  
CONTOH KUESIONER DAN FORMAT PENGOLAHAN DATA  
  
 KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)   
 
  
II.  PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN  
  
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)  
  
PADA UNIT LAYANAN .................. KABUPATEN / KOTA .....................   
  
Tanggal Survei     :           Jam Survei :   
  
PROFIL   
Jenis   Kelamin          L                 P :         Usia   :  .......tahun   
Pendidikan       :         
Pekerjaan     :     
  
Jenis Layanan yang diterima   : ........................ ( misal : KTP,  Akta, Sertifikat,Poli Umum, dll)   
SD  SMP  SMA  S1  S2  
PNS  TNI  POLRI  SWASTA  WIRAUSAHA  
LAINNYA................. ( sebutkan )  
S3  
  08.00 –   12.00*  







1. Bagaimana pendapat Saudara tentang 
kesesuaian persyaratan pelayanan  
dengan jenis pelayanannya.  
a. Tidak sesuai.      
b. Kurang sesuai.      
c. Sesuai.      









6.  Bagaimana pendapat Saudara tentang 
kompetensi/ kemampuan petugas dalam 
pelayanan. a.  Tidak kompeten  
b. Kurang kompeten  
c. Kompeten  
















2. Bagaimana  pemahaman Saudara 
tentang kemudahan prosedur pelayanan 
di unit ini.  
a. Tidak mudah.      
b. Kurang mudah.    
c. Mudah.      










7.  Bagamana pendapat saudara perilaku 
petugas dalam  pelayanan terkait 
kesopanan dan keramahan a. Tidak 
sopan dan ramah  
b. Kurang sopan dan ramah  
c. Sopan dan ramah  









3. Bagaimana pendapat Saudara tentang 
kecepatan waktu dalam memberikan 
pelayanan. a. Tidak cepat.  
b. Kurang cepat.        
c. Cepat.      








8. Bagaimana pendapat Saudara tentang  
kualitas sarana dan prasarana  
a. Buruk.        
b. Cukup.      
c. Baik  

























4. Bagaimana pendapat Saudara tentang 




a. Sangat mahal  
b. Cukup mahal    
c. Murah  







5. Bagaimana pendapat Saudara tentang 
kesesuaian  produk pelayanan antara 




standar pelayanan dengan hasil yang 
diberikan.  
a. Tidak sesuai     
b. Kurang sesuai    
c. Sesuai.      






    
9 .  Bagaimana  Saudara  tentang pendapat    penanganan   
pengaduan pengguna layanan   
a.    Tidak ada .         
b.    Ada tetapi tidak berfungsi       
c.    Berfungsi kurang maksimal   




1   
2   
3   
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TABEL II BENTUK MUTU PELAYANAN  
CONTOH FORMAT PUBLIKASI IKM DI RUANG PELAYANAN  
  
  
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  




BULAN/TRIWULAN/ SEMESTER/..... TAHUN.......  
  NILAI  IKM   
NAMA LAYANAN :  








JUMLAH  :   orang  
  JENIS KELAMIN  :  L =          orang / P =    orang  
PENDIDIKAN  :  SD  =    orang  
  
       SMP =    orang  
         SMA    =    orang  
       DIII   =    orang  
  
       S1  =     orang  
         S2  =     orang  
 









TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
  MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT 
KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI  
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI 
MASYARAKAT  
  
MENTERI  PENDAYAGUNAAN  
APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,  
  
ttd  



















WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR   060 / 195 / 2017   
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  







Standar Operasional Prosedur pada Kelurahan Kota Tegal  
A. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk  
  
  
PEMERINTAH KOTA TEGAL  
KELURAHAN  
Nomor SOP  060 / 24.B / 01   
Tanggal Pembuatan  06 Oktober 2014   
Tanggal Revisi  22 November 2017   
Tanggal Pengesahan  18 Desember 2017   
Disahkan Oleh  Walikota Tegal   
Nama SOP   Pelayanan Syrat Pengantar Kartu Tanda Penduduk   
 \ 
Dasar Hukum :  Kualifikasi Pelaksanaan :  
1 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  
2 Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  
1. Pendidikan minimal SLTA dan sederajat  
2. Memahami struktur organisasi kelurahan  
3. Memahami mekanisme pembuatan KTP  
4. Memahami aturan yang mendasari pembuatan KTP  
Keterkaitan :  Peralatan/Perlengkapan :  
1 SOP Pelayanan KK  
2 SOP Surat Pernikahan  
3 SOP Surat Kematian  
4 SOP Surat Kelahiran  
1. Pengantar RT/RW         5. Formulir Permohonan 
2. Fotokopi KK                    6. Buku Kerja 
3. Foto                                 7. Ruang Tunggu 
4. Lembar disposisi. 
Peringatan :  Pencataan dan Pendataan :  
1 Jika prosedur tidak dilakukan, maka permohonan KK, Surat 
Pernikahan, Surat - Kelahiran dan Kematian tidak diterbitkan  
2 Diperlukan koordinasi dengan instansi terkait.  
1. Bermanfaat untuk validasi pencatatn sipil dan kependudukan  








Kantor Kecamatan                 
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